




A. Latar Belakang 
Hak asasi manusia adalah hak paling dasar yang dimiliki oleh setiap 
manusia. Hak ini sudah melekat pada manusia meskipun masih berada di 
dalam kandungan. Oleh karena itu, hak asasi manusia harus dihormati oleh 
sesama mansusia lainnya dan dilindungi oleh negara. Di Indonesia sendiri, 
terdapat beberapa peraturan perundangan mulai dari berbagai tingkat yaitu 
UUD 1945 hingga peraturan perundangan di bawahnya mengatur mengenai 
hak asasi manusia.  
UUD 1945 sebagai dasar hukum negara Indonesia dan memiliki 
kedudukan tertinggi di negara Indonesia telah mengatur hak asasi manusia 
yang tercantum dalam Pasal 28A-28J. Pada Pasal 28D (2) tertulis “ Setiap 
orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil 
dan layak dalam hubungan kerja” 
Hak asasi manusia secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam undang- undang ini 
dijelaskan bahwa: 
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat 
dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan 
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan 
dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi 
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia 
Di dalam undang- undang ini, hak asasi manusia dikelompokkan 
menjadi beberapa jenis yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan 
melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, 
hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak 





Hak untuk mendapatkan pekerjaan yang baik termasuk dalam hak 
memperoleh keadilan. Hal ini tertulis dalam Pasal 28 (1), yaitu: “Setiap orang 
berhak, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas 
pekerjaan yang layak.” 
Berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas bahwa hak untuk mendapatkan 
pekerjaan yang baik adalah salah satu dari hak asasi manusia, harus dihormati 
oleh sesama manusia lainnya dan dilindungi oleh negara. Namun dalam 
kenyataannya para pekerja belum semua mendapatkan pekerjaan yang 
layak,salah satunya adalah profesi dokter;dan yang menjadi fokus penelitian 
adalah seorang dokter yang menjadi peserta pendidikan dokter spesialis. 
Berikut adalah salah satu kutipan dari suatu artikel yang dimuat oleh 
Kompasiana.com yang berisikan problematika yang dihadapi oleh dokter 
peserta pendidikan dokter spesialis
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Pada kesempatan ini penulis membahas dokter residen. Dokter residen 
adalah seorang dokter yang sedang menjalani pendidikan untuk menjadi 
seorang dokter spesialis. Bahasa resminya kalau di Indonesia adalah 
Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dan disingkat menjadi 
PPDS. Kalau di luar negeri dikenal dengan nama resident atau registrar, 
dua istilah yang agak sedikit berbeda tetapi konsepnya sama sebagai 
peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis.  
Dalam pikiran orang-orang bahwa seorang residen tentu saja lebih 
tinggi dari seorang dokter umum. Tidak salah memang persepsi 
tersebut. Seorang dokter umum biasanya bekerja di puskesmas, klinik, 
dan di rumah sakit yang relatif lebih rendah. Sementara seorang residen 
bekerja (menjalani pendidikan) di rumah sakit yang besar atau sangat 
besar.  Dari sisi tempat saja jelas berbeda. Keluarga senang karena si 
dokter sudah pindah ke kota besar dari awalnya berada di pelosok desa 
bahkan ada yang sampai jalan kaki untuk mencapai puskesmas tempat 
tugasnya. Asumsi keluarga bahwa anaknya, menantunya, suaminya 
mulai lebih baik kondisinya dibandingkan pada waktu tugas didesa. 
Tentu saja disertai asumsi lain bahwa akan ada peningkatan rezeki bagi 
si dokter.  
Inilah awal kekeliruan tersebut. Dari sisi tempat tugas si dokter jelas 
akan bertugas di rumah sakit besar, karena Pusat Pendidikan hanya ada 
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di RS besar dan kota besar, sering sekali hanya ada di ibu kota provinsi. 
Tetapi dari sisi lain persepsi tersebut jelas salah. Di luar negeri, seorang 
residen dianggap bekerja di rumah sakit tempat dia bertugas dan akan 
digaji sesuai layaknya pendapatan seorang dokter. Mereka digaji oleh 
rumah sakit tempat mereka bertugas. Karena pada faktanya mereka 
memang bertugas di rumah sakit tersebut. Bekerja sambil belajar 
melebihi beban bagi mereka yang hanya bertugas.  
Di Malaysia seorang residen digaji sekitar Rp 20.000.000,-. Di 
Indonesia seorang residen tidak dibayar (walaupun sudah ada UU 20 
tahun 2013 yang menyatakan mereka mendapatkan insentif), mereka 
tidak mendapatkan jasa dari apa yang mereka kerjakan. Mereka bekerja 
dan dibayar hanya dengan “harapan”. Harapan akan menjadi spesialis 
sehingga bisa lebih memperbaiki kehidupan dirinya dan keluarga. 
Mereka merupakan tenaga kerja murah dan sangat menguntungkan bagi 
rumah sakit. Jika di rumah sakit tersebut ada residen, dokter spesialis di 
sana akan sangat terbantu dalam bekerja sehingga bisa lebih 
mempunyai waktu luang dibandingkan rumah sakit di mana tidak ada 
residen. 
Di dalam artikel ini dijelaskan bahwa salah satu persoalan yang 
dihadapi oleh peserta program dokter spesialis ditinjau dari perspektif 
pemenuhan hak asasi manusia dalam hal tidak adanya jaminan untuk 
mendapatkan gaji yang layak. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran yaitu Pasal 31 (1) 
huruf b : “memperoleh insentif di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana 
Pendidikan Kedokteran bagi Mahasiswa program dokter layanan primer, 
dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis“.  
Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan 
Kedokteran, status peserta pendidikan dokter spesialis adalah mahasiswa; 
yang dimaksud sebagai mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti 
Pendidikan Kedokteran. Status ini yang menyebabkan adanya kesenjangan 
karena berdasarkan jenis pendidikan profesi. Pendidikan profesi adalah 
pendidikan kedokteran yang dilaksanakan melalui proses belajar mengajar 
dalam bentuk pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas yang 
menggunakan berbagai bentuk dan tingkat pelayanan kesehatan nyata yang 
memenuhi persyaratan sebagai tempat praktik kedokteran. Hal ini berarti 




mengobati pasien seperti layaknya dokter spesialis lainnya meskipun masih 
dalam proses pembelajaran. 
Peserta dokter spesialis yang berstatus sebagai mahasiswa, tidak 
memperoleh perlindungan sebagaimana yang diperoleh oleh tenaga kerja 
bidang lainnya. Selain itu dalam undang-undang ini juga tidak menjamin 
adanya gaji melainkan insentif. Dalam disertasinya yang berjudul 
“Pendidikan Dokter Spesialis Dan Remunerasi Residen Dalam Konteks 




Pelaksanaan program pendidikan dokter spesialis di Indonesia saat ini 
dilakukan di rumah sakit pendidikan dan rumah sakit jejaring di bawah 
koordinasi fakultas kedokteran. Dalam konteks hubungan rumah sakit 
pendidikan dengan fakultas kedokteran, status Residen dalam kegiatan 
di rumah sakit pendidikan belum jelas; apakah sebagai siswa atau 
pekerja professional. Secara de-jure, residen adalah bagian dari peserta 
didik di fakultas kedokteran. Sementara itu de-facto Residen adalah 
bagian dari SMF di rumah sakit pendidikan dan melayani masyarakat. 
Dalam hal ini belum ada kontrak perorangan antara rumah sakit 
Pendidikan dan residen, menyangkut pelayanan klinik, hukum, dan hak 
serta kewajibannya. Selain dalam pelayanan, para residen selama ini 
juga berperan dalam pendidikan dokter di rumah sakit pendidikan dan 
rumah sakit jejaring, yaitu melalui pembimbingan kepada para ko-
asisten yaitu mahasiswa kedokteran yang sedang menjalankan rotasi 
pendidikan klinik di rumah sakit. 
Selain masalah gaji yang layak, masalah mengenai jam kerja peserta 
pendidikan dokter spesialis juga menjadi fokus penelitian ini. Pada Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, yaitu pada 
Pasal 31(1) huruf c tertulis “memperoleh waktu istirahat sesuai dengan waktu 
yang telah ditentukan”. Jika ditinjau pada waktu kerja yang terdapat pada 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 77 
(2) adalah 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam satu 
minggu atau 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 
                                                           
2
 Fiki Fernandes, Pendidikan Dokter Spesialis Dan Remunerasi Residen Dalam Konteks 
Hubungan Rumah Sakit Pendidikan Dengan Fakultas Kedokteran, Disertasi, Universitas Gadjah 




minggu. Realita yang ada peserta pendidikan dokter spesialis seringkali 
bekerja lebih dari jam kerja yang telah ditentukan oleh Undang-Undang 
Ketenagakerjaan. 
Di dalam buku perkembangan pembentukan undang-undang di 
indonesia, Bayu Dwi Anggono mengatakan bahwa“persyaratan terpenting 
untuk dapat dikatakan sebagai hukum yang baik adalah hukum harus 
didasarkan pada prinsip manfaat (maximizing happines and minimizing 
pains)”.
3
 Selain itu, dalam buku teori-teori klasik & kontemporer karangan 
Arfin Leonarda Sambas K, John Locke berpendapat bahwa “undang-undang 
yang dibuat oleh kekuasaan legislatif merupakan undang-undang yang dapat 
memberikan kebaikan bagi masyarakat luas (make them for the public good) 
atau memuat unsur-unsur kepentingan umum“.
4
 Hal ini berarti bahwa 
peraturan yang dibuat sudah seyogyanya menjamin hak-hak yang dimiliki 
oleh setiap warga negara, dalam hal ini adalah peserta program dokter 
spesialis.Kesejahteraan dan pekerjaan yang layak merupakan masalah yang 
penting yang menjadi polemik bagi peserta program dokter spesialis.  
“Sebagai negara yang berideologi Pancasila yang merupakan Cita 
Hukum (rechtsidee) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum dasar 
yang tertulis maupun hukum dasar yang tidak tertulis”
5
, segala produk 
perundangan yang ada harus berasaskan semangat dari Pancasila. Cita hukum 
Pancasila mengharuskan hukum Indonesia mengakui manusia sebagai 
individu yang memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan prinsip 
kemanusiaan yang adil dan beradab, sekaligus mengakui bahwa fitrah 
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B. Rumusan Masalah 
1. Apakah Peserta Pendidikan Dokter Spesialis memiliki hak yang sama 
dengan tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan? 
2. Apakah Pasal 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang 
Pendidikan Kedokteran telah memenuhi tujuan dasar fundamental 
hukum yaitu kepastian hukum? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukan, maka 
tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Mengetahui hak-hak Peserta Pendidikan Dokter Spesialis dikaitkan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
2. Mengetahui kesesuaian Pasal 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2013 tentang Pendidikan Kedokteran dalam memenuhi tujuan dasar 
fundamental hukum yaitu kepastian hukum 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Memberikan teori dan pengetahuan kepada penulis untuk 
menerapkan dan memperluas wawasan penerapan teori dan 
pengetahuan yang telah diterima di dalam perkuliahan pada 
kegiatan nyata. 
b. Untuk menambah pengetahuan di bidang hukum khususnya 
tentang aspek ketenagakerjaan pada peserta pendidikan dokter 
spesialis di Indonesia. 
2. Manfaat Praktis 
a. Membantu mengetahui bagaimana penerapan program pendidikan 
dokter spesialis di Indonesia. 
b. Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan dapat menjadi 
literatur bagi semua pihak untuk menghasilkan kualitas program 




E. Tinjauan Pustaka 
1. Teori Keadilan 
“Kata keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahasa Inggris, 
disebut “justice”, bahasa Belanda disebut dengan “rechtvaardig”. Adil 
diartikan dapat diterima secara objektif”.
7
 
Ada tiga pengertian adil, yaitu:
8
 
a. Tidak berat sebelah atau tidak memihak; 
b. Berpihak pada kebenaran; dan 
c. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. 
Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu: 
a. Keadilan dalam arti umum; dan 
b. Keadilan dalam arti khusus. 
“Keadilan dalam arti umum adalah keadilan yang berlaku bagi 
semua orang. Tidak membeda-bedakan antara orang yang satu dengan 
lainnya. Justice for all, keadilan dalam arti khusus merupakan 





2. Teori Kepastian Hukum 
a. Pengertian Hukum 
Hingga sekarang belum ada kesepahaman dalam 
mendefinisikan pengertian hukum, banyak ahli yang 
mengemukakan pendapat mereka mengenai definisi hukum. 
Arfin Leonarda Sambas K mengatakan bahwa:
10
 
Hukum adalah suatu produk hubungan-hubungan dan 
perimbangan-perimbangan kemasyarakatan, maka di 
dalam proses penciptaan dan perkembangannya ia 
ditetukan oleh sejumlah aspek hubungan-hubungan dan 
perimbangan-perimbangan tersebut. Perimbangan-
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perimbangan yang terjadi di dalam masyarakat yang 
mempengaruhi perkembangan hukum, yakni adanya 
faktor-faktor politik, ekonomis, religi-ideologis dan kultur 
budaya. 
 
Menurut Hans Kelsen, Hukum adalah terdiri dari suatu 







Hukum adalah tidak lain daripada kehidupan umat 
manusia itu sendiri dalam kelompok-kelompok yang 
terorganisir dengan syarat-syarat yang memungkinkan 
hidup berdampingan secara damai antar kelompok 
perorangan dan golongan-golongan kemasyarakatan dan 
bekerja sama guna tujuan yang tiada lain daripada supaya 
dapat hidup dan berkembang biak. 
 
Sedangkan menurut Achmad Ali, hukum adalah 
“serangkaian aturan yang tersusun dalam suatu sistem, yang 
berisikan petunjuk tentang apa yang boleh dan apa yang tidak 
boleh dilakukan, perintah dan larangan bagi warga masyarakat, 
yang disertai sanksi pemaksa yang bersifat ekseternal”.
13
 
Dari berbagai definisi yang telah diungkapkan oleh ahli 
hukum masih belum didapatkan definisi pasti hukum tersebut, 
namun dari paparan definisi-definisi hukum diatas, kita dapat 
menarik kesimpulan bahwa hukum bertujuan mengatur 
kehidupan masyarakat agar terjadi kehidupan yang baik. 
 
b. Tujuan Hukum 




1. Tujuan hukum sebagai keadilan, dibahas dalam teori Etis 
(etis-che Theory); 
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2. Tujuan hukum untuk memberi manfaat, dibahas dalam 
teori Utilitas (Utiliteteits Theory); dan 
3. Tujuan hukum untuk memberi kepastian, dibahas dalam 
teori positivisme hukum (Legal Positvism Theory). 
 
Tiga tujuan dasar fundamental hukum harus dipenuhi 
dalam suatu peraturan perundang-undangan dengan proporsi 
yang seimbang. Namun, faktanya tidak semua peraturan 
perundang-undangan dapat menerapkan ketiga tujuan ini dengan 
baik. Terkadang ada beberapa peraturan perundang-undangan 
yang lebih menitikberatkan salah satu tujuan dasar fundamental 
hukum. 
Selain justice, keadilan juga sering disamakan dengan 
kata equity. Kata equity diartikan sebagai berikut:
15
 
1. Keadilan (justice), tidak memihak (impartial), 
memberikan setiap orang haknya (his due); 
2. Segala sesuatu yang layak (fair) atau adil (equitable); 
3. Prinsip umum tentang kelayakan (fairness) dan keadilan 
(justice) dalam hal hukum yang berlaku dalam keadaan 
tidak pantas (inadequate). 
 
3. Hak Asasi Manusia 
Negara Indonesia adalah negara yang menjamin hak asasi 
manusia. Hal ini tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dari Alinea 1 sampai Alinea 
4. Secara khusus dalam Alinea 4, tertulis bahwa “Pemerintah Negara 
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan 
umum...”.  
Jimly Asshiddiqie sebagaimana dikutip oleh Nurul Qamar 
mengatakan bahwa dalam “UUD NKRI 1945 terdapat 27 materi 
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mengenai hak asasi manusia, salah satu materi tersebut adalah setiap 
orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan 
yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.
16
 
Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia tertulis bahwa hak asasi manusia adalah 
seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadan manusia 
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-
Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh 
negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta 
perlindungan harkat dan martabat manusia. 
Dalam bukunya yang berjudul “HAM Perempuan Kritik Teori 
Hukum Feminis Terhadap KUHP”, Niken Savitri mengatakan :
17
 
Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia secara 
kodrati tanpa pengecualian dan keistimewaan bagi golongan, 
kelompok maupun tingkat sosial manusia tertentu. Hak-hak 
tersebut mencakup antara lain hak atas kehidupan, keamanan, 
kebebasan berpendapat dan merdeka dari segala bentuk 
penindasan yang wajib dijunjung tinggi, tidak saja oleh setiap 
individu dari suatu negara yang mengakui keberadaan dan 
menghargai HAM itu sendiri, namun harus pula dijamin oleh 
negara tanpa ada perkecualian. 
 
Secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan, kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu 
pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan 
rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara 
langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja 
dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. 
4. Konsep Ketenagakerjaan 
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, ketenagakerjaan adalah segala hal yang 
berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan 
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sesudah masa kerja sedangkan hubungan kerja adalah hubungan 
antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, 
yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Pengertian 
tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan 
pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk 
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. 
“Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai 
dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi, asas 
adil dan asas merata”.
18
 Oleh karena itu, setiap hubungan kerja antara 
pemberi kerja dan penerima kerja, harus memenuhi asas-asas di atas 
salah satunya adalah asas adil, sehingga tidak ada kesewenang-
wenangan di antara salah satu pihak. Kesejahteraan pekerja/buruh 
adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat 
jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan 
kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi 
produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang mana dan sehat. 
Ada empat unsur hubungan kerja untuk menjadi dasar dari 
pengertian perjanjian kerja, yaitu: 
19
 
a. Adanya pekerjaan (Pasal 1601 a KUHPerdata dan Pasal 
341 KUHDagang). Bahwa ada perbuatan yang harus 
dilakukan oleh pekerja untuk kepentingan pengusaha sesuai 
isi perjanjian kerjanya. 
b. Adanya perintah orang lain(Pasal 1603b KUHPerdata). 
Bahwa pekerjaan itu dilakukan di bawah perintah 
pengusaha atau adanya hubungan diperatas 
(diensverhouding) yaitu hubungan yang didasarkan hak dari 
pihak yang satu (pengusaha) untuk memberikan perintah-
perintah yang harus ditaati oleh pihak lain (pekerja). 
c. Adanya upah (Pasal 1603p KUHPerdata). Bahwa upah 
merupakan tujuan utama dari pihak pekerja dalam 
menjalankan pekerjaannya. 
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d. Terbatas waktu tertentu, karena hubungan kerja tidak 
berlangsung terus-menerus. Bahwa untuk lamanya 
hubungan kerja itu berlangsung tidak ditentukan, akan 
tetapi maksudnya adalah perjanjian kerja tidak berlangsung 
terus-menerus atau untuk selamanya agar memberikan 
perlindungan bagi pihak pekerja sehingga tidak terjadi 
suatu bentuk perbudakan yang baru. Pekerja setelah 
perjanjian kerja berakhir akan bebas kembali bagi jiwa 
maupun raganya secara sosiologis dan psikologis. 
 
Berikut ini adalah dua unsur yang akan dibahas secara khusus 
dalam penelitian ini, yaitu upah dan waktu kerja. 
a. Upah 
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa upah adalah hak 
pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang 
sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 
pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu 
perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-
undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan 
keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau 
akan dilakukan. 
Pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan mengatakan bahwa pengusaha dilarang 
membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 89. 
Pembagian komponen upah biasanya terdiri dari:
20
 
1) Upah pokok ditambah tunjangan tetap (all in). 
2) Upah pokok ditambah tunjangan tetap dan tidak tetap. 
3) Upah tidak terbagi ke dalam komponen-komponen, gaji 
yang diterima pekerja adalah total keseluruhan (clean 
wage). 
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Berkaitan dengan tunjangan yang diberikan perusahaan 
pada pekerja/buruh dibagi menjadi dua, yaitu :
21
 
1. Tunjangan Tetap 
Tunjangan tetap adalah tunjangan yang 
diberikan oleh perusahaan secara rutin kepada 
pekerja/buruh per bulan yang besarnya relatif tetap. 
Contoh : tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, 
tunjangan keahlian/profesi. 
2. Tunjangan Tidak Tetap 
Tunjangan tidak tetap adalah tunjangan yang 
diberikan oleh perusahaan kepada pekerja/buruh di 
mana penghitungannya berdasarkan kehadiran atau 
performa kerja. 
Contoh :tunjangan transportasi, tunjangan makan, 
insentif, biaya operasional. 
 
 
b. Waktu Kerja 
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan hanya menggunakan “waktu kerja” dan “ 
waktu istirahat”. Berikut ini pengertian istilah tersebut:
22
 
1) Waktu kerja adalah waktu efektif di mana pekerja/buruh 
hanya melaksanakan pekerjaannya. 
2) Waktu istirahat adalah waktu cuti, yaitu waktu di mana 
pekerja/buruh diperbolehkan untuk tidak masuk bekerja 
karena alasan-alasan tertentu yang diperbolehkan oleh 
undang-undang. 
Waktu kerja dibagi menjadi 2, yaitu:
23
 
1) Waktu kerja 6 hari kerja dalam satu minggu ialah 
satu harinya 7 jam dan dalam satu minggu 40 jam. 
2) Waktu kerja untuk 5 hari dalam satu minggu ialah 
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5. Pendidikan Kedokteran 
Dalam Konsil Kedokteran Indonesia tertulis bahwa:
24
 
Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan 
kesehatan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting 
dan terkait secara langsung dengan proses pelayanan kesehatan 
dan mutu pelayanan yang diberikan. Ilmu pengetahuan, 
keterampilan, sikap dan perilaku sebagai kompetensi yang 
didapat selama pendidikan akan merupakan landasan utama bagi 
dokter untuk dapat melakukan tindakan kedokteran dalam upaya 
pelayanan kesehatan. Pendidikan kedokteran pada dasarnya 
bertujuan untuk meningkatkan mutu kesehatan bagi seluruh 
masyarakat. World Federation for Medical Education (WFME) 
mempromosikan suatu standar keilmuan dan etika yang tinggi, 
menerapkan metoda pembelajaran dan sarana instruksional baru, 
serta manajemen yang inovatif pada pendidikan kedokteran.  
 
Pendidikan kedokteran adalah usaha sadar dan terencana dalam 
pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan akademik dan 
pendidikan profesi pada jenjang pendidikan tinggi yang program 
studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki 
kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi. 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan 
Kedokteran, pendidikan kedokteran dibagi menjadi dua, yaitu, 
pendidikan akademik dan pendidikan profesi. Pendidikan akademik 
adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program 
pascasarjana kedokteran dan kedokteran gigi yang diarahkan terutama 
pada penguasaan ilmu kedokteran dan ilmu kedokteran gigi. 
Sedangkan pendidikan profesi adalah pendidikan kedokteran yang 
dilaksanakan melalui proses belajar mengajar dalam bentuk 
pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas yang menggunakan 
berbagai bentuk dan tingkat pelayanan kesehatan nyata yang 
memenuhi persyaratan sebagai tempat praktik kedokteran. 
Salah satu asas yang dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran adalah asas 
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kemanusiaan. Berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, 
asas kemanusiaan adalah setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-
Undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak 
asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan 
penduduk Indonesia secara proporsional. 
Isi pendidikan dokter spesialis adalah:
25
 
a. Pengetahuan dasar meliputi pengetahuan biomedik dan 
klinik yang terkait dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. 
Pemahaman dan penerapan ilmu sosial dan perilaku serta 
etika.  
b. Keterampilan dasar meliputi keterampilan intelektual untuk 
menerapkan metoda ilmiah baik dalam upaya pendekatan 
pemecahan masalah, pengambilan keputusan, penelitian 
dan manajemen serta ketrampilan interpersonal termasuk di 
dalamnya hubungan dokter-pasien, berkomunikasi, 
melakukan pemeriksaan fisik dan berbagai prosedur 
ketrampilan yang dibutuhkan.  
c. Dalam melakukan pelayanan kepada pasien, isi pendidikan 
dokter spesialis ditetapkan oleh kolegium kedokteran 
terkait.  
d. Kompetensi dalam kurikulum memuat komponen-
komponen pendidikan yang bersifat akademik dan 
profesional 
e. Penyusunan kurikulum dan proses pendidikan harus dapat 
menjamin tercapainya kompetensi dokter spesialis. 
 
Konsil Kedokteran Indonesia juga menjelaskan tentang 




a. Dalam pendidikan keprofesian harus tercipta integrasi 
antara pelayanan kesehatan dan proses pendidikan; 
b. Berbagai bentuk pelayanan klinik yang tersedia harus tetap 
berjalan secara optimal disertai dengan peningkatan 
kualitas pelayanan selama proses pendidikan berlangsung; 
dan 
c. Standar Pelayanan Medik merupakan salah satu titik temu 
antara pelayanan kesehatan dengan aktivitas pendidikan. 
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Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang 
Pendidikan Kedokteran, dijelaskan bahwa sebagai Mahasiswa berhak 
untuk: 
a. Memperoleh perlindungan hukum dalam mengikuti proses 
belajar mengajar, baik di Fakultas Kedokteran atau Fakultas 
Kedokteran Gigi maupun di Rumah Sakit Pendidikan dan 
Wahana Pendidikan Kedokteran; 
b. Memperolah insentif di Rumah Sakit Pendidikan dan 
Wahana Pendidikan Kedokteran bagi Mahasiswa program 
dokter layanan primer, dokter spesialis-subsesialis, dan 
dokter gigi spesialis-subspesialis;dan 
c. Memperoleh waktu istirahat sesuai dengan waktu yang 
telah ditentukan. 
Sedangkan mahasiswa berkewajiban untuk: 
a. Mengembangkan potensi dirinya secara aktif sesuai dengan 
metode pembelajaran; 
b. Mengikuti seluruh rangkaian Pendidikan Kedokteran; 
c. Menjaga etika profesi dan etika rumah sakit serta disiplin 
praktik kedokteran; 
d. Mengikuti tata tertib yang berlaku di lingkungan Fakukltas 
Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Rumah Sakit 
Pendidikan, dan Wahana Pendidikan Kedokteran; 
e. Menghormati hak dan menjaga keselamatan pasien; dan 
f. Membayar biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-Undangan. 
 
F. Metode Penelitian 
Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-
langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode 
penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. 
Sedangkan teknik penelitian adalah “cara untuk melaksanakan metode 
penelitian. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk 
penelitian”.
27
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1. Jenis Penelitian 
Tipe penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode 
yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan karena masalah yang akan 
dibahas berkaitan dengan tinjauan yuridis Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dari perspektif 
perlindungan terhadap peserta program dokter spesialis. 
Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis 
normatif. Teori hukum normatif adalah “suatu teori hukum yang 
mengkaji dan menganalisis hukum dari norma atau aturan-aturan yang 




2. Pendekatan Penelitian 




a. Pendekatan perundang-undangan; 
b. Pendekatan konseptual; 
c. Pendekatan perbandingan; 
d. Pendekatan kasus. 
Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode 
pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan 
pendekatan perbandingan. 
“Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah 
semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu 
hukum yang sedang ditangani”.
30
 
“Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan 
dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum”.
31
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“Pendekatan perbandingandilakukan dengan membandingkan 
undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau 
lebih negara lain mengenai hal yang sama”.
32
Pendekatan-pendekatan 
ini digunakan dengan harapan dapat diperoleh gambaran yang jelas 
dan utuh mengenai latar belakang dan seluk beluk pelaksanaan 
program spesialis dokter Indonesia, sekaligus juga untuk mengetahui 
kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program 
pendidikan kedokteran Indonesia. 
 
3. Sumber Bahan Hukum 
Sumber bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian 
ini adalah menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 
dan bahan hukum tersier. 
a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang 
mempunyai kekuatan mengikat dan terdiri dari: 
1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 
2013 tentang Pendidikan Kedokteran; 
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan; dan 
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 
2009 tentang Kesehatan. 
b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai 
bahan hukum primer, diantaranya : 
Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah 
buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum 
dan jurnal-jurnal hukum.  
Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-
komentar atas putusan pengadilan. “Kegunaan bahan hukum 






sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam 
“petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah”.
33
 
c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk 
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 
seperti rancangan undang-undang, kamus dan ensiklopedi. 
 
4. Analisis Bahan Hukum 
Bahan hukum diperoleh dari hasil penelitian kemudian 
dilanjutkan dengan analisis data secara kualitatif yaitu menganalisis 
data berdasarkan kualitasnya lalu di deskripsikan menggunakan kata-
kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat 
yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan. 
 
G. Pertanggungjawaban Sistematika 
Penulisan tesis ini direncanakan dibuat dalam 4 Bab, yang terdiri dari: 
Bab I merupakan pendahuluan, berisi : Latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tipe penelitian, tipe 
pendekatan, bahan hukum, analisis bahan hukum dan pertanggungjawaban 
sistematika. 
Bab II merupakanpembahasan I atau pembahasan untuk permasalahan 
atau rumusan masalah yang pertama yaitu konsep “mahasiswa”, “insentif” 
dan “waktu istirahat” dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 
Bab III merupakan pembahasan II atau pembahasan untuk 
permasalahan atau rumusan masalah yang kedua yaitu Pendidikan 
Kedokteran telah memenuhi peraturan perundangan yang berlaku. 
Bab IV merupakan penutup dari kesimpulan yang di dapat dari hasil 
pembahasan yang telah dianalisa untuk menjawab permasalahan-
permasalahan yang diajukan serta beberapa saran yang direkomendasikan 
dalam pelaksanaan program pendidikan dokter spesialis Indonesia. 
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BAB II 
PERSAMAAN HAK ANTARA PESERTA PENDIDIKAN DOKTER 
SPESIALIS DENGAN TENAGA KERJA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN 
 
A. Hak Asasi Manusia di Bidang Ketenagakerjaan 
Negara hukum adalah negara yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. 
Sebagai negara hukum, Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia. Ada banyak aspek yang 
terkandung di dalam Hak Asasi Manusia, salah satunya Hak Asasi Manusia di 
bidang ketenagakerjaan. 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Peraturan Perundang-Undangan 
tertinggi di Indonesia secara jelas telah menjamin hak asasi manusia untuk warga 
negaranya di bidang ketenagakerjaan. Hak warga negara dalam hal 
ketenagakerjaan tercantum dalam Pasal 27 Ayat 2, dimana tertulis “tiap-tiap 
warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan” dan Pasal 28 D Ayat 2 “setiap orang berhak untuk bekerja serta 
mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. 
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
Pengertian Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang ini adalah seperangkat 
hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk 




dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang 
demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Undang-
Undang ini mengatur berbagai jenis hak asasi manusia, hak asasi manusia 
mengenai ketenagakerjaan diatur dalam Bab III HAM dan kebebasan manusia, 
Pasal 38 ayat 1 dan ayat 2. 
Pasal 38 
(1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, kemampuan, berhak 
atas pekerjaan yang layak.  
(2) Setiap orang berrhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan 
berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil. 
3. Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 
Peraturan perundang-undangan ini merupakan ratifikasi dari International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, yang ditetapkan oleh 
Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1966. Indonesia merupakan salah satu 
negara yang telah meratifikasi peraturan ini. Hak-hak yang diatur di dalam 
peraturan ini adalah hak buruh, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak atas 
standar kehidupan yang layak. Hak buruh ini secara khusus dijelaskan pada Pasal 
6 dan Pasal 7, yaitu: 
Pasal 6 
(1) Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk 
hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan 
yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-
langkah yang memadai guna melindungi hak ini. 
Pasal 7  
Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati 
kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, dan khususnya menjamin:  




1) Upah yang adil dan imbalan yang sesuai dengan pekerjaan yang 
senilai tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, khususnya bagi 
perempuan yang harus dijamin kondisi kerja yang tidak lebih rendah 
daripada yang dinikmati laki-laki dengan upah yang sama untuk 
pekerjaan yang sama.  
2) Kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga mereka, sesuai 
dengan ketentuan-ketentuan Kovenan ini;  
b. Kondisi kerja yang aman dan sehat;  
c. Kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan ke jenjang 
yang lebih tinggi, tanpa didasari pertimbangan apapun selain senioritas 
dan kemampuan.  
d. Istirahat, liburan dan pembatasan jam kerja yang wajar, dan liburan 
berkala dengan gaji maupun imbalan-imbalan lain pada hari libur umum. 
Ketiga peraturan perundang-undangan di atas telah menentukan secara umum 
mengenai hak setiap orang terhadap ketenagakerjaan.Pemerintah Indonesia telah 
mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur 
tentang ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. 
B. Ketenagakerjaan 
1. Hukum ketenagakerjaan 
Pengertian hukum ketenagakerjaan menurut Soebekti, yang dikutip dalam 
buku Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial di Indonesia adalah “aturan 
hukum yang mengatur hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha dengan 
segala konsekuensinya”. 34 Hukum ketenagakerjaan di Indonesia secara khusus di 
atur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan 
tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Di dalam 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan 
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tenaga kerja, pekerja/buruh, maupun pengusaha. Tenaga kerja adalah setiap orang 
yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik 
untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Asri Wijayanti 
mengatakan bahwa “tenaga kerja meliputi pegawai negeri, pekerja formal, pekerja 
informal, dan orang yang belum bekerja atau pengangguran”.35 
Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau 
imbalan dalam bentuk lain, sedangkan pemberi kerja adalah orang perseorangan, 
pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga 
kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam buku 
Pengantar Hukum Perburuhan, Imam Soepomo memberikan batasan pengertian 
hukum perburuhan adalah “suatu himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak 
tertulis yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang 
lain dengan menerima upah”. 36 
Hukum ketenagakerjaan menganut asas Pembangunan Ketenagakerjaan yang 
berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
tahun 1945. Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan 
asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi Pancasila serta asas adil 
dan merata. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan 
keterkaitan dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, pengusaha dan 
pekerja/buruh. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan secara 
terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung. Berdasarkan Pasal 4 
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pembangunan 
Ketenagakerjaan bertujuan: 
a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan 
manusiawi; 
b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja 
yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;  
c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan 
kesejahteraan; dan  
d. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. 
 
2. Kedudukan hukum ketenagakerjaan 
Hukum ketenagakerjaan dalam kaitannya dengan pembangunan 
ketenagakerjaan, memiliki 4 fungsi hukum, sebagaimana yang dikatakan oleh 
Sunaryati Hartono, yaitu:37 
a. Hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan. 
b. Hukum sebagai sarana pembangunan. 
c. Hukum sebagai penegak keadilan. 
d. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat. 
Hal ini menunjukkan bahwa hukum ketenagakerjaan memiliki fungsi yang 
kompleks, tidak sekedar mengatur mengenai hubungan antara pemberi keja dan 
pekerja saja, tetapi berbagai aspek-aspek yang ada dalam hubungan ini. Hukum 
ketenagakerjaan tidak dapat hanya dipandang sebagai hukum yang mengatur 
aspek perdata dalam suatu perjanjian antara pemberi kerja dan pekerja saja. 
Dengan adanya 4 fungsi hukum di atas, “hukum ketenagakerjaan memiliki 2 sifat, 
yaitu sifat perdata dan sifat publik. Bersifat publik karena pemerintah ikut campur 
tangan dalam masalah-masalah perburuhan serta adanya sanksi pidana dalam 
                                                           




peraturan hukum perburuhan”.38Gambar sifat hukum ketenagakerjaan dapat 
dilihat di Gambar 2.1. 
Gambar 2.1 










Sumber: Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, 2017, hlm. 13. 
 
3. Unsur-unsur perjanjian kerja 
Unsur-unsur perjanjian kerja yang menjadi dasar hubunga kerja sesuai dengan 
ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan adalah:39 
a. Adanya pekerjaan (arbeid); 
b. Di bawah perintah /gezag ver houding (maksudnya buruh melakukan 
pekerjaan atas perintah majikan, sehingga bersifat subordinasi); 
c. Adanya upah tertentu/loan; 
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d. Dalam waktu (tijd) yang ditentukan (dapat tanpa batas waktu/pensiun atau 
berdasarkan waktu tertentu). 
Berikut ini adalah penjelasan mengenai keempat unsur perjanjian kerja. 
a. Adanya pekerjaan (arbeid). 
Setiap perjanjian kerja memuat pekerjaan sebagai kewajiban terhadap pekerja 
yang harus dilakukan terhadap pemberi kerja. Pekerjaan ini diperjanjikan sesuai 
dengan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja. Tidak ada batasan aturan 
mengenai pekerjaan yang diperjanjikan tersebut selama tidak bertentangan dengan 
huruf d ayat 1 Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, yaitu pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan 
ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Yang dimaksud dengan pekerjaan adalah “prestasi yang harus dilakukan oleh 
pihak penerima kerja. Pekerjaan tersebut harus dikerjakan sendiri oleh pekerja 
yang menerima pekerjaan dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain”.40 
b. Di bawah perintah /gezag ver houding (maksudnya buruh melakukan 
pekerjaan atas perintah majikan, sehingga bersifat subordinasi). 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perintah adalah “perkataan yang 
bermaksud menyuruh melakukan sesuatu; suruhan, aba-aba;komando dan aturan 
dari pihak atas yang harus dilakukan”.41 Jadi perintah dapat disimpulkan sebagai 
perintah atau suruhan untuk melakukan sesuatu. Perintah dalam perjanjian kerja 
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berarti suruhan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk melakukan 
sesuatu, yang bertujuan untuk kepentingan perusahaan. 
Dalam suatu hubungan kerja terdapat dua pihak yaitu pemberi perintah dan 
penerima perintah. Pemberi perintah biasanya berlaku sebagai pengusaha dan 
penerima perintah berlaku sebagai pekerja. “Hubungan antara buruh dan majikan 
adalah hubungan yang dilakukan antara atasan dan bawahan, sehingga bersifat 
subordinasi (hubungan yang bersifat vertikal, yaitu atas dan bawah)”.42 Adanya 
sifat subordinasi ini menunjukkan adanya perbedaan posisi antara pemberi kerja 
yang lebih tinggi terhadap penerima kerja yaitu pekerja. 
Perintah-perintah ini biasanya terdapat dalam perjanjian kerja dalam bentuk 
hak dan kewajiban baik penerima kerja dan pemberi kerja. “perjanjian kerja 
bersifat konsensual, artinya sudah sah dan mengikat setelah terjadinya sepakat 
antara pekerja dan pengusaha mengenai pekerjaan dan upah”.43 Hal ini sesuai 
dengan asas Pacta Sunt Servanda, yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, 
dimana semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku 
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.Asri Wijayanti 
mengatakan bahwa “syarat-syarat perjanjian kerja pada dasarnya dibedakan 
menjadi dua pasal, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil diatur 
dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
sedangkan syarat formil diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003”.44 
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Dalam Pasal 52 Ayat 1 tercantum bahwa perjanjian dibuat atas dasar: 
1) Kesepakatan kedua belah pihak; 
2) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 
3) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan 
4) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, 
kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Dasar syarat materiil ini adalah syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana 
yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Jika 2 syarat pertama dilanggar 
maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan jika 2 syarat kedua dilanggar maka 
perjanjian tersebut batal demi hukum. Pasal 54 berisikan tentang: 
(1) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat : 
(a) nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;  
(b) nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;  
(c) jabatan atau jenis pekerjaan;  
(d) tempat pekerjaan;  
(e) besarnya upah dan cara pembayarannya;  
(f) syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan 
pekerja/buruh;  
(g) mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;  
(h) tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan  
(i) tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.  
 
(2) Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
huruf e dan f, tidak boleh ber-tentangan dengan peraturan perusahaan, 













Gambar 2.2  


















Sumber: : Sumber: Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, 2017, hlm. 13. 
 
 
c. Adanya upah tertentu/loan 
Pengertian upah  berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan adalah hak pekerja/buruh yang diterima kepada pekerja/buruh 
yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau 




a. Kesepakatan kedua belah pihak; 
b. Kemampuan atau kecakapan melakukan 
perbuatan hukum; 
c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; 
d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak 
bertentangan dengan ketertiban umum, 
kesusilaan, ada peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Syarat formil 
a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis 
usaha; 
b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat 
pekerja/buruh; 
c. Jabatan atau jenis pekerjaan; 
d. Tempat pekerjaan; 
e. Besarnya upah dan cara pembayarannya; 
f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan 
kewajiban pengusaha; 
g. Mulai dan jangka waktu berlakunya 
perjanjian kerja; 





keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan 
dilakukan.Dalam Pasal 88 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan 
yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pengertian 
penghidupan yang layak disini menunjukkan bahwa upah yang diberikan tidak 
boleh terlalu kecil yang mengakibatkan pekerja tidak dapat memenuhi kebutuhan 
dasar mereka. Kebutuhan dasar memiliki indikator yang disebut sebagai 
Kebutuhan Hidup Layak, dimana penetapannya diatur dalam Keputusan Menteri 
Tenaga Kerja Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komponen dan Pentahapan 
Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. 
Beberapa prinsip yang umum ada dalam masyarakat dalam kaitan dengan 
upah ini, adalah:45 
1) Upah implisit dalam setiap hubungan kerja (yaitu bahwa dalam setiap 
hubungan kerja selalu terkait dengan masalah upah); 
2) Adanya asas non diskriminasi, tidak ada perbedaan dalam hal upah; 
3) Prinsip “no work no pay”, diberlakukan dengan pengecualiannya; 
4) Pihak-pihak yang terkait dalam hubungan kerja dapat memperjanjikan 
mengenai upah, asalkan lebih menguntungkan bagi pihak pekerjaannya; 
5) Larangan pembelajaan upah (struck stelsel); 
6) Dalam hal ada potongan terhadap upah, maka harus dengan eprsetujuan 
peerja yang bersangkutan; 
7) Penerapan denda, potongan, ganti rugi, dan lain sebagainya yang akan 
diperhitungkan dalam upah, tidak boleh lebih dari 5%. 
Kebutuhan Hidup Layak adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh 
seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik 
dan sosial, untuk kebutuhan 1(satu) bulan. Nilai Kebutuhan Hidup Layak ini 
diperoleh melalui survei yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur tripartit 
                                                           




yang dibentuk oleh Ketua Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. 
Standar Kebutuhan Hidup Layak adalah: 46 
1) Makanan & Minuman (11 item) 
2) Sandang (9 item) 
3) Perumahan (19 item) 
4) Pendidikan (1 item) 
5) Kesehatan (3 item) 
6) Transportasi (1 item) 
7) Rekreasi dan Tabungan (2 item) 
Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 88 Ayat (2) meliputi :  
a. upah minimum;  
b. upah kerja lembur;  
c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;  
d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar 
pekerjaannya;  
e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;  
f. bentuk dan cara pembayaran upah;  
g. denda dan potongan upah;  
h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;  
i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;  
j. upah untuk pembayaran pesangon; dan  
k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 
Untuk melindungi pekerja dari pemberian upah oleh pengusaha atau pemberi 
kerja yang tidak adil, maka pemerintah wajib menentukan upah minimum pekerja. 
Upah minimum yang ditentukan ini berdasarkan banyak aspek kehidupan dengan 
tidak mengesampingkan faktor produktivitas dan pertumbuhan 
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ekonomi.Berdasarkan hal ini, besaran upah minimum yang telah ditentukan oleh 
pemerintah berimbang dan melindungi pekerja maupun pemberi kerja. Dengan 
ditetapkannya upah minimum daerah oleh pemerintah maka pemberi kerja tidak 
boleh memberikan upah kepada pekerja lebih rendah daripada yang telah 
ditentukan. Jika pemberi kerja merasa keberatan dengan besaran gaji yang telah 
ditentukan pemerintah, maka pemberi kerja dapat mengajukan penangguhan 
kepada pemerintah yang tata caranya diatur dalam Keputusan Menteri. 
Dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa jika pengusaha membayar upah lebih rendah 
dari apa yang telah ditentukan atau bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku maka kesepakatan antara pengusaha dan pekerja tersebut 
batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang 
Pengupahan, dikatakan bahwa penghasilan yang layak merupakan jumlah 
penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga 
mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar. 
Penghasilan yang layak diberikan dalam bentuk: 
1) Upah; dan 
2) Pendapatan non upah 
Upah dibagi menjadi beberapa jenis yaitu: 
1) Upah tanpa tunjangan; 




3) Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. 
Upah pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh 
menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan 
kesepakatan. Tunjangan tetap adalah pembayaran kepada Pekerja/Buruh yang 
dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran Pekerja/Buruh atau 
pencapaian prestasi kerja tertentu dan tunjangan tidak tetap adalah suatu 
pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan 
Pekerja/Buruh, yang diberikan secara tidak tetap untuk Pekerja/Buruh dan 
keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan 
waktu pembayaran Upah pokok, seperti tunjangan transport dan/atau tunjangan 
makan yang didasarkan pada kehadiran. 
Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang 
Pengupahan, pemerintah secara rinci mengatur mengenai besaran proporsi upah 
pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Untuk upah yang terdiri dari 
upah pokok dan tunjangan tetap, besarnya upah pokok paling sedikit 75% (tujuh 
puluh lima persen) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Sedangkan untuk 
upah yang terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, 
besaran upah pokok paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah 
upah pokok dan tunjangan tetap. 
Pendapatan non upah adalah berupa tunjangan hari raya. Bentuk pendapatan 
non upah adalah: 
1) Bonus; 




3) Uang servis pada usaha tertentu. 
Dalam buku Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Asri Wijayanti 
mengatakan bahwa terdapat beberapa bentuk perlindungan upah yaitu:47 
1) Adanya upah minimum 
Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan 
memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 
2) Adanya waktu kerja. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa pengusaha yang 
mempekerjakan pekerja/buruh melebihi wkatu kerja sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 77 ayat 2 harus memenuhi syarat: 
(a) Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; 
(b) Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam 
dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu. 
3) Adanya waktu istirahat dan cuti 
Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha wajib memberi waktu istirahat 
dan cuti kepada pekerja/buruh. Waktu istirahat dan cuti sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 1, meliputi: 
(a) istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah 
bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat 
tersebut tidak termasuk jam kerja;  
(b) istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 
(satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 
(satu) minggu; 
(c) cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah 
pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan 
secara terus menerus; dan  
(d) istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan 
pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi 
pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-
menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh 
tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) 
tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa 
kerja 6 (enam) tahun. 
4) Adanya denda 
Hal ini diatur dalam Pasal 95-Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
                                                           




Berdasarkan mekanisme sistem perlindungan upah di atas, tampak bahwa 
pemerintah sudah melakukan berbagai usaha dalam bentuk mekanisme-
mekanisme sistem perlindungan upah tidak hanya terhadap pekerja/buruh 
melainkan juga terhadap pengusaha. 
d. Dalam waktu (tijd) yang ditentukan (dapat tanpa batas waktu/pensiun atau 
berdasarkan waktu tertentu). 
Perjanjian kerja berdasarkan waktu kerja ada dua, yaitu perjanjian kerja waktu 
tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu.“Unsur waktu dalam hal ini 
adalah adanya suatu waktu untuk melakukan pekerjaan dimaksud atau lamanya 
pekerja melakukan pekerjaan yang diberikan oleh pemberi kerja”.48 
Perjanjian kerja dapat dibedakan antara:49 
1) Perjanjian kerja waktu tertentu 
Bahwa waktu untuk melakukan telah ditentukan dalam perjanjian. 
Semula ketentuan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu ini 
dimaksudkan untuk membatasi kesewenang-wenangan pihak pemberi 
kerja yang beranggapan bahwa pekerja dapat diperlakukan sama dengan 
budak. 
2) Perjanjian kerja dengan batas waktu (sampai batas maksimum) 
Dalam perjanjian kerja dimungkinkan untuk mengadakan aturan 
mengenai batas usia tertentu untuk melakukan pekerjaan, yang disebut 
dengan masa “pensiun”. 
3) Perjanjian kerja waktu tidak tertentu 
Bilamana dalam perjanjian tidak ditentukan waktu berlakunya 
perjanjian, maka perjanjian tersebut termasuk dalam perjanjian kerja 
waktu tidak tertentu. Hal penting dalam hubungan kerja waktu tidak 
tertentu adalah masa pemutusan hubungan kerja atau kapan berakhirnya 
hubungan kerja tersebut. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu dan untuk waktu 
                                                           






tidak tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu 
atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu 
hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu, yang menurut jenis dan sifat atau 
kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: 
1) Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; 
2) Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak 
terlalu lama dan paling lama 3 tahun; 
3) Pekerjaan yang bersifat musiman; atau 
4) Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau 
produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. 
Berdasarkan Pasal 59 Ayat 4, Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan 
atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 tahun dan hanya 
boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Sedangkan 
perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu perjanjian kerja hanya dapat berakhir 
apabila: 
1) Pekerja meninggal dunia; 
2) Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; 
3) Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap; atau 
4) Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian 
kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat 
menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. 
Lama jam kerja yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Ketenagakerjaan adalah 40 jam dengan rincian sebagai berikut: 
1) 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu;atau 
2) 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. 
Setiap bekerja selama 4 jam terus menerus, pengusaha harus memberikan 




kerja.Selain itu, dalam Pasal 78 dijelaskan bahwa pengusaha yang 
mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 77 ayat 2 harus memenuhi syarat: 
1) Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan 
2) Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari 
dan 14 jam dalam 1 minggu. 
C. Program Pendidikan Dokter Spesialis di Indonesia 
1. Definisi residen 
Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan 
Kedokteran, dijelaskan bahwa mahasiswa kedokteran atau mahasiswa kedokteran 
gigi adalah peserta didik yang mengikuti pendidikan kedokteran. Undang-Undang 
di atas, peserta pendidikan dokter spesialis termasuk dalam kelompok merupakan 
mahasiswa kedokteran. Dalam Undang-Undang ini tidak ditemukan penggunaan 
istilah residen, namun secara umumistilah residen merujuk kepada peserta 
pendidikan dokter spesialis. “Di Inggris, sebutan dokter residen mengacu kepada 
orang yang sudah mendapatkan gelar medis  dan mempraktikan pengobatan di 
bawah pengawasan dokter berlinsensi penuh, biasanya di rumah sakit atau 
klinik”.50. Pengertian lain residen adalah:51 
Semua dokter yang telah lulus dari pendidikan kedokteran, dan dan 
berpartisipasi dalam program pasca sarjana, pelatihan berbasis rumah sakit 
dan program pendidikan.., (termasuk) yang belum berlisensi, yang 
menyelesaikan sebuah periode yang lebih singkat dari pelatihan pasca sarjana 
dan dokter berlinsensi yang melanjutkan pendidikan pasca sarjana mereka... 
dan pelatihan untuk menjadi dokter yang berkualitas pada spesialisasi medis 
yang dipilih (dan terkadang dalam subspesialisasi yang lebih lanjut). 
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2. Pendidikan dokter spesialis di Indonesia 
Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang 
Pendidikan Kedokteran disebutkan bahwa Pendidikan Kedokteran merupakan 
salah satu unsur perwujudan tujuan negara yang diamanatkan dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya untuk 
mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui sistem pendidikan nasional yang 
berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
Pada Pasal 4 dijelaskan Pendidikan Kedokteran bertujuan: 
a. menghasilkan Dokter dan Dokter Gigi yang berbudi luhur, bermartabat, 
bermutu, berkompeten, berbudaya menolong, beretika, berdedikasi tinggi, 
profesional, berorientasi pada keselamatan pasien, bertanggung jawab, 
bermoral, humanistis, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mampu 
beradaptasi dengan lingkungan sosial, dan berjiwa sosial tinggi; 
b. memenuhi kebutuhan Dokter dan Dokter Gigi di seluruh wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia secara berkeadilan; dan 
c. meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang 
kedokteran dan kedokteran gigi. 
Pendidikan dokter spesialis di Indonesia secara khusus diatur oleh berbagai 
peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Dalam Undang-Undang ini 
dijelaskan bahwa Pendidikan Kedokteran adalah usaha sadar dan terencana dalam 
pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi 
pada jenjang pendidikan tinggi yang program studinya terakreditasi untuk 
menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau 
kedokteran gigi.Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana 




terutama pada penguasaan ilmu kedokteran dan ilmu kedokteran gigi. Pendidikan 
akademik sebagaimana yang dimaksud melaksanakan pembelajaran akademik, 
laboratorium, dan lapangan di bidang ilmu biomedis, bioetika/humaniora 
kesehatan, ilmu pendidikan kedokteran, serta kedokteran komunitas dan 
kesehatan. Pendidikan akademik terdiri atas: 
a. program Sarjana Kedokteran dan program Sarjana Kedokteran Gigi;  
b. program magister; dan  
c. program doktor. 
Pendidikan Profesi adalah Pendidikan Kedokteran yang dilaksanakan melalui 
proses belajar mengajar dalam bentuk pembelajaran klinik dan pembelajaran 
komunitas yang menggunakan berbagai bentuk dan tingkat pelayanan kesehatan 
nyata yang memenuhi persyaratan sebagai tempat praktik kedokteran. Pendidikan 
profesi terdiri atas: 
a. program profesi dokter dan profesi dokter gigi; dan  
b. program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan dokter gigi 
spesialis-subspesialis. 
Berdasarkan tujuan pendidikan dalam Standar Pendidikan Dokter Spesialis 
Indonesia, pendidikan dokter spesialis dapat dibagi menjadi dua bagian besar, 
yaitu bagian akademik dan bagian keahlian klinik. Bagian akademik berkorelasi 
dengan proses aktivitas pendidikan dan bagian keahlian klinik berkorelasi dengan 
pelayanan kesehatan yang dilakukan kepada setiap pasien yang mengunjungi 
layanan kesehatan. Kedua hal ini, dalam proses pendidikan harus ada terintegrasi 




di fakultas kedokteran. Sementara itu de-facto Residen adalah bagian dari SMF di 
RS pendidikan dan melayani masyarakat”.52 
Pendidikan kedokteran di Indonesia berbeda dengan pendidikan kedokteran di 
negara lain yang menggunakan prinsip “hospital based”, pendidikan kedokteran 
di Indonesia menggunakan prinsip “university based” yang artinya peran 
pendidikan dokter spesialis ada pada pihak universitas. Sesuai dengan Pasal 5 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013, pendidikan kedokteran diselenggarakan 
oleh perguruan tinggi, yang bekerja sama dengan rumah sakit pendidikan dan 
wahana pendidikan kedokteran serta berkoordinasi dengan organisasi profesi.  
Dalam penelitiannya, Fiki Fernandes mengatakan bahwa:53 
Pelaksanaan program pendidikan dokter spesialis di Indonesia saat ini 
dilakukan di RS pendidikan dan RS jejaring di bawah koordinasi fakultas 
kedokteran. Penerapan pendidikan dan pelatihan “university based” ini 
dianggap paling tepat untuk menjaga kualitas pendidikan dan pelatihan para 
residen atau peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS). Pendekatan 
lain yang banyak diterapkan di beberapa negara adalah pendekatan “hospital 
based” yaitu pendidikan dokter spesialis diserahkan pengelolaannya kepada 
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Sumber: : Fiki Fernandes, Pendidikan Dokter Spesialis Dan Remunerasi Residen Dalam 
Konteks Hubungan Rumah Sakit Pendidikan Dengan Fakultas Kedokteran, Disertasi, Universitas 
Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015, hlm. 2. 
Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa institusi pendidikan dokter spesialis 
menggunakan dua tipe rumah sakit, yaitu rumah sakit pendidikan utama dan 
rumah sakit jejaring. Lebih lengkapnya, dalam Undang-Undang dijelaskan bahwa  
rumah sakit pendidikan dibagi menjadi tiga, yaitu rumah sakit pendidikan utama, 
rumah sakit pendidikan afiliasi dan rumah sakit pendidikan satelit. Sedangkan 
wahana pendidikan kedokteran dibagi menjadi pusat kesehatan masyarakat, 
laboratorium dan fasilitas lain. Di bagian penjelasan, yang dimaksud dengan 
fasilitas lainnya adalah industri dan sarana olahraga.Rumah sakit yang ditetapkan 
menjadi rumah sakit pendidikan pendidikan memiliki fungsi pendidikan, 
penelitian, dan pelayanan. Tidak semua rumah sakit dapat menjadi rumah sakit 
















pendidikan. Rumah sakit tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang 
ada. Persyaratan-persyaratan yang dimaksud, yaitu: 
a. mempunyai Dosen dengan kualifikasi Dokter dan/atau Dokter Gigi sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;  
b. memiliki teknologi kedokteran dan/atau kedokteran gigi yang sesuai 
dengan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;  
c. mempunyai program penelitian secara rutin; dan  
d. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
 
3. Standar pendidikan profesi dokter spesialis 
Setiap pendidikan memiliki standar pendidikan dimana bertujuan untuk 
menjaga mutu yang ada di setiap jenis pendidikan di Indonesia. Dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan 
bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem 
pendidikan yang berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis diatur secara khusus oleh Konsil 
Kedokteran Indonesia. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis di Indonesia 
adalah perangkat penyetara mutu pendidikan dokter spesialis yang dibuat dan 
disepakati bersama oleh stakeholders pendidikan dokter spesialis Standar 
pendidikan profesi dokter spesialis juga merupakan perangkat untuk menjamin 
tercapainya tujuan pendidikan sesuai kompetensi. Standar pendidikan dapat pula 
dipergunakan oleh IPDS (Institusi Pendidikan Dokter Spesialis) untuk menilai 
dirinya sendiri serta sebagai dasar perencanaan program perbaikan kualitas proses 
pendidikan secara berkelanjutan. Salah satu pendekatan  pembelajaran program 
pendidikan dokter spesialis adalah program pendidikan mencakup integrasi antara 
teori dan praktik. Teori yang diperoleh seorang peserta pendidikan dokter 




antara pelayanan kesehatan dengan aktivitas pendidikan adalah standar pelayanan 
medik. Dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Fakultas Kedokteran Tahun 
Akademi 2014/2015 Universitas Padjajaran, program studi ilmu kebidanan dan 
penyakit kandungan (Obgin), tugas dan wewenang peserta pendidikan dokter 
spesialis adalah:54 
a. Pelayanan 
Peserta PPDS melakukan pemeriksaan dan menangani kasus sesuai 
dengan isi kurikulum dan tingkat kompetensi pada semester masing-
masing 
b. Penelitian 
Peserta PPDS dapat ikut serta dalam proyek penelitian yang dilaksanakan 
di poliklinik. 
c. Pendidikan 
Peserta PPDS ikut serta dalam “journal reading/presentasi kasus” yang 
diselenggarakan oleh konsulen poliklinik menurut jadwal yang ditetapkan 
kemudian. 
Sesuai dengan standar pendidikan dokter spesialis dimana program pendidikan 
mencakup integrasi antara teori dan praktik, PPDS program studi ilmu kebidanan 
dan penyakit kandungan juga mempunyai tugas yang sama yaitu pelayanan dan 
pendidikan. Dalam Buku Panduan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) I 
Ilmu Kesehatan Mata Universitas Airlangga Surabaya, proses pelaksanaan 
pendidikan dilakukan selama minimal 8 semester. Selama minimal 8 semester, 
proses pendidikan dibagi menjadi beberapa kegiatan pembelajaran, yaitu:55 
a. Magang yaitu sistem pembelajaran berupa demonstrasi, bed side teaching, 
analisis kasus, tatap muka terjadwal dan tidak terjadwal, visite dan 
pengelolaan pasien dengan supervisi.  
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b. Aktivitas pendidikan terstruktur meliputi bacaan kepustakaan (journal 
reading), sari kepustakaan (referat)/laporan kasus, presentasi karya ilmiah 
di dalam maupun di luar institusi pendidikan (PIT/APAO/APGC, dsb). 
Dalam buku ini juga dijelaskan bahwa salah satu kegiatan kegiatan pelayanan 
pendidikan  adalah kegiatan pelayanan tidak terstruktur dimana di dalamnya 
terdapat pelayanan poliklinik, rawat inap dan kamar bedah. Adanya pelayanan ini 
menunjukkan bahwa peserta pendidikan dokter spesialis juga turut terlibat dalam 
penyediaan layanan kesehatan rumah sakit kepada pasien. Hal ini dapat dilihat 
dalam penjelasan mengenai pelayanan poliklinik dan pelayanan gawat darurat., 
yaitu: 56 
a. Pelayanan poliklinik, rawat inap dan kamar bedah  
1) Pelayanan poliklinik dan rawat inap dilakukan oleh peserta didik tahap 
magang dan mandiri sesuai rotasi yang telah ditentukan.  
2) Seluruh pelayanan dilakukan dibawah pengawasan staf pengajar di 
divisi terkait.  
3) Setiap peserta didik wajib untuk melaksanakan persiapan pra bedah, 
melakukan asistensi/melakukan tindakan bedah dengan supervise dan 
mempersiapkan penanganan pasca bedah.  
4) Setiap peserta didik wajib untuk melaporkan perkembangan setiap 
kasus yang ditanganinya secara berkesinambungan kepada staf 
pengajar terkait. 
 
b. Pelayanan Gawat Darurat  
1) Pelayanan gawat darurat dilakukan oleh peserta didik setelah jam kerja 
yaitu pukul 15.00-07.00 keesokan harinya.  
2) Pelayanan gawat darurat dilakukan oleh 2 orang peserta didik, yang 
disebut sebagai dokter jaga 1A dan 1B. Dokter jaga 1A adalah residen 
tahap 2 dan dokter jaga 1B adalah residen magang tahap 3. Chief 
Residen adalah residen tahap mandiri yang bertugas memberikan 
supervisi kepada dokter jaga 1A dan 1B serta wajib untuk melihat 
kasus sebelum melaporkan pasien kepada konsulen jaga.  
3) Seluruh pelayanan gawat darurat dilakukan dibawah pengawasan staf 
pengajar yang bertugas sebagai konsulen jaga dan bertanggung jawab 
atas pengelolaan pasien jaga. 
4) Penjadwalan dokter dan konsulen jaga dilakukan oleh tim pendidikan 
dan departemen/SMF. 






5) Laporan jaga dilakukan setiap pagi oleh dokter jaga, dengan dihadiri 
oleh konsulen jaga, staf pengajar dan peserta didik lainnya. 
 
4. Konsep insentif pada peserta pendidikan dokter spesialis 
Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan 
Kedokteran, insentif adalah imbalan dalam bentuk materi yang diberikan oleh 
Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran atas jaga pelayanan 
medis yang dilakukan sesuai dengan kompetensinya. Berdasarkan Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, insentif adalah “tambahan penghasilan yang diberikan untuk 
meningkatkan gairah kerja atau uang perangsang” 57. Andrew F. Sikula yang 
dikutip oleh Justine T. Sirait, mengatakan bahwa “insentif ialah sesuatu yang 
mendorong atau mempunyai kecenderungan untuk merangsang suatu kegiatan, 
insentif adalah motif-motif dan imbalan-imbalan yang dibentuk untuk 
memperbaiki produksi” 58, Sedangkan Heidjrachman berpendapat bahwa 
“pengupahan insentif dimaksudkan untuk memberikan upah/gaji yang berbeda 
karena prestasi kerja yang berbeda”. 59 
Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa insentif 
merupakan bonus yang diberikan atas prestasi kerja tertentu kepada seorang 
pekerja. Pedoman pemberian insentif yang efektif dengan cara sebagai berikut:60 
a. Pastikan bahwa upaya dan ganjaran berkaitan secara langsung; 
b. Ganjaran yang tersedia harus bernilai bagi karyawan; 
c. Pengkajian metode dan prosedur yang seksama; 
d. Pemberian insentif harus dapat dipahami dan dikalkulasi dengan mudah 
oleh karyawan; 
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e. Susun standar yang efektif; 
f. Jamin standar yang telah ditetapkan; 
g. Jamin upah pokok. 
Jenis-jenis insentif yang dikenal yaitu financial incentive, non financial 
incentive, dan social incentive. 61 
a. Financial incentive 
Bentukanya adalah bonus, komisi (dihitung berdasarkan penjualan yang 
melebihi standar), pembayaran yang ditangguhkan (misalnya pensiun). 
b. Non-financial incentive 
Misalnya tersedianya hiburan, pendidikan dan latihan, penghargaan berupa 
pujian atau pengakuan atas hasil kerja yang baik, terjaminnya tempat 
kerja, terjaminnya komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan. 
c. Social incentive 
Cenderung pada keadaan dan sikap dari para rekan-rekan sekerja. 
 
5. Pendidikan dokter spesialis di Amerika Serikat dan Kanada 
a. Batasan jam kerja residen di Amerika Serikat 
1) Latar belakang batasan jam kerja residen di Amerika Serikat 
Berbeda dengan sekarang dimana telah ada peraturan secara khusus yang 
mengatur mengenai jam kerja residen, sebelum tahun 1984 belum ada peraturan 
yang secara khusus mengatur mengenai jam kerja residen di rumah sakit. Namun 
hal ini berubah disebabkan karena adanya kasus Libby Zion yang terjadi di kala 
itu. Kasus Libby Zion yang terjadi pada tahun 1984 ini yang menjadi cikal bakal 
peraturan mengenai durasi kerja peserta pendidikan dokter spesialis di Amerika 
Serikat, khususnya di kota New York. 
Berdasarkan laporan “Report of the Fourth Grand Jury for the April/May 
Term of 1986 Concerning the Care and Treatment of a Patient and the 
Supervision of Interns and Junior Residents at a Hospital in New York County 2”, 
yang dikutip oleh Clark J. Lee, Libby Zion merupakan perempuan 18 tahun dari 






New York. Libby Zion datang ke rumah sakit setelah beberapa hari menderita 
demam tinggi dan nyeri telinga pada tanggal 4 Maret 1984, pukul 11.30. Di rumah 
sakit, Billy diperiksa oleh resident junior. Pada Pukul 02.00, 5 Maret 1984, Libby 
diserah terima dan di rawat oleh resident junior lainnya dan intern. Kedua resident 
telah bekerja selama 18 jam. Dalam beberapa jam, kondisi Libby menjadi 
semakin buruk dan pada pukul 06.30, Libby Zion mengalami gagal nafas dan 
pada pukul 07.45, Libby dinyatakan telah meninggal. Pada pemerikaan medis 
yang dilakukan pada tanggal 6 Maret 1984 dinyatakan bahwa Libby meninggal 
karena bronkopneumonia bilateral.62 
Oleh karena diduga kematian Libby Zion tidak wajar, kasus ini kemudian 
berlanjut hingga ke pengadilan karena dugaan malpraktek. Lebih lanjut dalam 
jurnalnya, Clark J. Lee mengatakan: 63 
Putusan pengadilan menyatakan tidak ada malpraktek ataupun unsur 
pidana karena tidak adanya bukti yang cukup atas penyebab kematian Libby 
Zion. Namun dalam proses pengadilan, dewan juri menemukan fakta-fakta 
lain yang dianggap berhubungan dengan kematian Libby Zion yaitu sistem 
residensial yang dianggap melelahkan para residen karena jam kerja yang 
panjang dan kurangnya pengawasan di Unit Gawat Darurat, dimana pada saat 
Libby Zion datang ke rumah sakit, dokter yang ada hanya residen junior dan 
intern. 
Menanggapi hal ini, dewan juri mengeluarkan 5 rekomendasi untuk mencegah 
terjadinya kasus yang sama. Rekomendasi-rekomendasi tersebut adalah:64 
a) Departemen Kesehatan Negara Bagian sebaiknya mengundangkan 
peraturan yang memandatkan semua rumah sakit tingkat pertama 
(peringkat tertinggi) mempekerjakan, unit gawat daruratnya dengan 
dokter yang telah menyelesaikan minimal tiga tahun pasca pelatihan dan 
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yang secara khusus terlatif untuk mengevaluasi dan merawat pasien dalam 
kondisi darurat) 
b) Departemen Kesehatan Negara Bagian sebaiknya mengundangkan 
peraturan untuk memastikan dokter magang dan residen junior pada 
rumah sakit tingkat pertama diawasi secara langsung saat itu juga dan 
secara pribadi oleh dokter atau anggota staff rumah sakit yang telah 
menyelesaikan minimal 3 tahun pasca pelatihan program residensial. 
Regulasi-regulasi ini harus secara sempit menentukan keadaan dimana 
dokter magang dapat melakukan praktik kedokteran tanpa pengawasan 
langsung) 
c) Perundang-undangan harus diberlakukan untuk menentukan ketika pasien 
di rumah sakit mungkin tertahan secara fisik dan untuk standarisasi 
perawatan dan perhatian yang diperlukan bagi pasien. 
d) Departemen Kesehatan Negara Bagian sebaiknya mengundangkan 
peraturan untuk membatasi durasi kerja berurutan untuk dokter magang 
dan residen junior pada rumah sakit pendidikan 
e) Departemen Kesehatan Negara Bagian sebaiknya mengadakan studi untuk 
menentukan kelayakan tingkat kebutuhan rumah sakit tingkat pertama 
untuk mengimplementasikan sistem terkomputerisasi untuk memeriksa 
kontraindikasi kombinasi dari obat-obatan. 
Salah satu rekomendasi dewan juri adalah mengenai jam kerja. Hal ini 
disebabkan belum ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai jam kerja 
pada saat itu. Stephen L. Cohen, seperti yang dikutip oleh Robert N. Wilkey, 
yaitu:65 
[medical] residents typically work longer hours than any other professionals 
on the planet. In seven days, they are expected to cram in as much 
as 100 hours of work, and a single shift can last as long as the average 
mortal's entire work week 
(residen (medis) khususnya bekerja dalam jangka waktu yang lebih lama 
dibandingkan dengan pekerjaan lainnya. Dalam 7 hari, mereka diperkirakan 
bekerja 100 jam kerja, dan jam kerja tunggal dapat mencapai rata-rata durasi 
kerja dalam seminggu). 
Dari kutipan di atas, secara garis besar dapat menggambarkan beban kerja 
residen di Amerika Serikat pada saat itu. Dewan juri berpendapat bahwa dengan 
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beban kerja dalam bentuk durasi jam kerja yang berlebihan dapat mempengaruhi 
mutu dan kualitas pelayanan dari seorang residen terhadap pasien. 
2) Beberapa penelitian yang berhubungan dengan lama jam kerja residen 
Setelah kasus Libby Zion, kualitas fisik dan psikis seorang residen saat 
bekerja menjadi perhatian yang luar biasa dari berbagai kalangan. Salah satunya 
adalah banyaknya penelitian-penelitian yang dilakukan dengan tujuan  untuk 
mengetahui ada tidaknya hubungan lama jam kerja terhadap mutu dan kualitas 
pelayanan seorang residen terhadap pasien. Dalam bab ini, penulis akan 
membahas secara singkat 4 penelitian yang pernah dilakukan. 
Penelitian yang pertama adalah peneltiian yang dilakukan oleh C.H.M Jacques 
et al dengan judul penelitian “The Effect of Sleep Loss on Cognitive Pergormane 
of Resident Physicians” (efek kurang tidur terhadap performa kognitif dokter 
residen), dimana:66 
Students in higher PGYs scored significantly higher than students in lower 
PGYs. Moreover, losing the equivalent of one night of sleep “result[ed] in a 
change in test score[s] approximately equivalent to the change that occurs 
between the first and third year of residency training”. However, the 
investigators also concluded from the results that “prolonged testing [of 
routine tasks] over several hours may be necessary to detect the subtle but 
significant differences in cognitive performance that are present with 
relatively mild degrees of sleep loss”. 
(siswa pasca sarjana dengan tingkat yang lebih tinggi mempunyai nilai secara 
signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan siswa pasca sarjana yang lebih 
rendah. Selain itu, kehilangan ekuivalen tidur satu malam mengakibatkan 
perubahan dalam hasil tes ekuivalen dengan perubahan yang terjadi antara 
tahun pertama dan tahun ketiga dari pelatihan residensial. Meskipun, para 
peneliti juga menyimpulkan dari hasil dimana pengujian berulang (dari tugas 
rutin) selama beberapa jam mungkin diperlukan untuk mengetahui perbedaan 
kognitif ringan namun signifikan berbeda dalam performa kognitif yang 
muncul pada kehilangan tidur derajat ringan). 
                                                           




Penelitian lainnya dilakukan oleh Drs. Richard C. Friedman, J. Thomas 
Bigger dan Donald S. Kornfeld dari Columbia University College of Physicians 
and Surgeons (CPS). Hasil dari penelitian ini adalah:67 
Semua intern diminta untuk menyelesaikan rangkaian pengujian dua kali, 
sekali dalam keadaan istirahat dan sekali dalam keadaan kurang tidur. Intern 
dianggap cukup tidur rata-rata tujuh jam selama 32 jam sebelum tes, intern 
dianggap kurang tidur, tidur rata-rata 1,8 jam selama durasi yang sama. 
Respon intern terhadap aspek psikologis dari rangkaian tes secara signifikan 
menunjukkan kurangnya lonjakan (merasa bahagia, hidup, banyak bicara), 
semangat, kegembiraan, egotisme, dan afek sosial dan secara signifikan lebih 
lelah dan sedih ketika kurang tidur dibandingkan ketika berisirahat. Selain itu, 
hasil tes menunjukkan bahwa intern yang kurang tidur menunjukkan 
abnormalitas psikofisiologis dibandingkan dengan intern yang cukup 
istirahat, dan intern yang kurang tidur mengalami tingkat kelainan fisiologis, 
presepsi, dan kognitif yang lebih tinggi. 
Penelitian yang dilakukan Timothy F. Deaconson dan rekan, menunjukkan 
hasil yang berbeda. Dalam penelitian ini dilakukan penelitian efek kurang tidur 
terhadap performa residen bedah akibat penambahan waktu kerja. Penelitian ini 
dilakukan evaluasi terhadap kognitif, ketajaman, kewaspadaan visual dan audio 
dan koordinasi mata-tangan cepat. Hasil penelitiannya adalah:68 
The repetitive episodes of sleep deprivation associated with an every-other-
night on-call schedule do not impair the performance of residents on 
psychometric test and, by implication, performance in the provision of patient 
care... criticism of traditional hospital on-call schedules should be based on 
objective data. The evidence available to date does not support arbitrary 
recommedations to limit working hours of residents. Our data also do not 
support an assumption that sleep deprivation due to being on call adversely 
affects the capacity of residents to exhibit the cognitive and motor functions 
needed to proved appropirate patient care. 
(Episode berulang dari pengurangan waktu tidur berhubungan dengan jadwal 
on-call setiap malam tidak mempengaruhi kinerja residen dalam tes 
psikometri dan dengan impliksi, performa dalam ketentuan perawatan 
pasien... Kritik terhadap jadwal on call rumah sakit konvensional harus 
didasarkan data objektif. Bukti yang ada sampai sekarang tidak mendukung 








rekomendasi untuk membatasi waktu kerja residen. Data kami juga tidak 
mendukung asumsi bahwa kekurangan tidur karena mendapat panggilan 
mempengaruhi kapasitas residen untuk menunjukkan fungsi kognitif dan 
motorik yang dibutuhkan untuk membuktikan perawatan pasien yang baik). 
Penelitian lain yang dilakukan oleh Daniel F. Haynes dan rekan yang berjudul 
Are Postoperative Complications Related to Resident Sleep Deprivation?, yaitu:69 
After retrospectively reviewing data from over 6000 surgical cases including 
351 identified postoperative complications, the investigators concluded that 
there was no significant difference between the frequency of complication 
when the resident was sleep-deprived and the frequency of complication when 
the resident was not sleep-deprived. 
(Setelah meninjau kembali data dari lebih kasus 6000 pembedahan termasuk 
351 komplikasi pasca operasi yang teridentifikasi, investigator menyimpulkan 
bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara frekuensi komplikasi ketika 
residen dengan keadaan kurang tidur dengan frekuensi komplikasi ketika 
residen dengan keadaan tidak kurang tidur). 
Dari penjelasan 4 penelitian di atas menunjukkan hasil yang bertentangan, 
terdapat 2 penelitian yang menunjukkan pengaruh negatif kurang tidur terhadap 
mutu dan kualitas pelayanan kesehatan, tetapi ada 2 penelitian yang menunjukkan 
tidak adanya hubungan diantaranya.  
Namun, pada penelitian terakhir yang dilakukan oleh Harvard Medical School 
menunjukkan bahwa: 70 
Recently, researchers at the Havard Medical School studied the effects of 
reducing intern work hours on the frequency of serious medical errors 
committed by interns. Studying interns at the Brigham and Women’s Hospital 
working in intensive care units, the researchers found that interns made 
substantially more serious medical errors when they worked frequent shifts of 
twenty-four hours or more than when they worked shorter shifts and 
concluded that eliminating extended work shifts and reducing the number of 
hours interns work per week can reduce serious medical errors in the 
intensive care unit. 
(penelitian terbaru, peneliti di Harvard Medical School mempelajari efek dari 
penurunan jam kerja intern terhadap frekuensi kesalahan medis serius yang 
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dilakukan oleh intern. Penelitian intern pada the Brigham and Women’s 
Hospital yang bekerja pada unit pelayanan intensif, peneliti menemukan 
bahwa intern melakukan kesalahan substansial medis yang lebih serius ketika 
mereka bekerja 24 jam atau lebih dibandingkan ketika mereka bekerja dalam 
jadwal yang lebih singkat dan menyimpulkan bahwa penghilangan jadwal 
kerja tambahan dan penurunan jumlah waktu kerja inter per minggu dapat 
menurunkan kesalahan medis serius dalam unit pelayanan intensif. 
3) Regulasi jam kerja di Amerika Serikat 
Regulasi mengenai lamanya jam kerja di Amerika Serikat berdasarkan 
regulatornya dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu pihak asosisasi 
pendidikan dokter spesialis dalam hal ini adalah ACGME (Accreditation Council 
for Graduate Medical Education), pihak pemerintah negara bagian dan pihak 
pemerintah negara federal. 
a) Accreditation Council for Graduate Medical Education 
“Accreditation Council for Graduate Medical Education(ACGME) 
merupakan organisasi independen, non profit, dipimpin oleh dokter yang 
menetapkan dan mengawasi standar pendidikan profesional yang penting dalam 
menyiapkan dokter-dokter untuk menyediakan perawatan medis yang aman dan 
berkualitas tinggi kepada semua orang Amerika”.71 ACGME secara berkala 
mengeluarkan peraturan yang salah satu pokok pembahasannya mengatur secara 
khusus mengenai durasi jam kerja. ACGME telah mengeluarkan peraturan ini 
pada tahun 2003, 2011 dan yang terakhir pada tahun 2017. 
ACGME mengeluarkan peraturan yang mengatur secara khusus mengenai 
durasi kerja residen di rumah sakit pendidikan yang secar efektif berlaku tanggal 1 
Juli 2017.  
                                                           




Pembahasan mengenai durasi kerja residen dibagi menjadi beberapa bagian 
yaitu:72 
a) Jam kerja klinis dan pendidikan maksimum per minggu 
b) Waktu wajib bebas dari kerja klinis dan pendidikan 
c) Panjang periode maksimum kerja klinis dan pendidikan 
d) Pengecualian jam kerja klinis dan pendidikan 
e) Moonlighting 
f) In-House Night Float 
g) Frekuensi maksimum In-House On-Call 
Tabel 2.1 









A. Jam kerja klinis dan pendidikan harus dibatasi tidak 
melebihi 80 jam kerja per minggu, rata-rata selama 
periode 4 minggu, termasuk semua aktivitas klinis dan 
pendidikan in-house, kerja klinis yang dilakukan di 






A. Program harus berisikan sebuah struktur program efektif 
yang dikonfigurasi untuk memberikan residen kesempatan 
pendidikan, sebaik kesempatan yang masuk akal untuk 
beristirahat dan waktu untuk kesejahteraan pribadi. 
B. Residen harus mempunyai waktu istirahat 8 jam di antara 
periode waktu pekerjaan klinis dan pendidikan. 
Mungkin ada keadaan dimana residen memilih untuk tetap 
melakukan pelayanan kesehatan terhadap pasien mereka 
atau kembali ke rumah sakit dengan waktu kurang dari 8 
jam bebas pengalaman klinis dan pendidikan. Hal ini 
harus terjadi dalam konteks persyaratan 80 jam dan satu 
hari libur dari tujuh hari. 
C. Residen harus mempunyai waktu minimal 14 jam libur 
dari pekerjaan klinis dan pendididkan setelah 24 jam in-
house call. 
D. Residen harus dijadwalkan minimum satu hari libur dari 
tujuh hari kerja klinis dan pendidikan (ketika rata-rata 
selama 4 minggu). At-home call tidak boleh dilakukan 




A. Periode pekerjaan klinis dan pendidikan residen tidak 
boleh melebihi 24 jam berturut-tururt. 
Hingga 4 jam tambahan kerja dapat digunakan untuk 








aktivitas yang berhubungan dengan keselamatan pasien, 
seperti menyediakan perawatan transisi yang efektif, 
dan/atau pendidikan residen. 
Tambahan kewajiban perawatan pasien tidak boleh 





A. Pada keadaan yang jarang terjadi, setelah mennyerahkan 
semua tanggung jawab, seorang residen, atas inisiatif 
sendiri, mungkin memilih untuk tetap tinggal atau kembali 
dari tempat klinis dalam keadaan berikut: 
Untuk terus memberikan perawatan kepada pasien yang 
sakit beratatau tidak stabil; 
Perhatian humanistik kepada pasien atau keluarga yang 
membutuhkan; atau untuk menghadiri kejadian 
pendidikan yang unik). 
B. Tambahan waktu perawatan atau pendidikan ini akan 
dihitung ke batas mingguan 80 jam. 
C. Komite peninjau dapat memberikan pengecualian spesifik 
rotasi hingga 10 % atau maksimum 88 jam kerja klinis 
dan pendidikan ke program individual atas dasar 
rasionalisasi pendidikan). 
Dalam menyiapkan permintaan untuk pengecualian, 
direktur program harus mengikuti peraturan pengecualian 
jam kerja klinis dan pendidikan dari ACGME Manual of 
Policies and Procedures). 
Sebelum mengajukan permintaan kepada komite peninjau, 
diregktur program harus mendapatkan persetujuan dari the 
Sponsoring Institution’s GMEC and DIO). 
Moonlighting A. Moonlighting tidak boleh mengganggu kemampuan 
residen untuk mencapai tujuan dan sasaran program 
pendidikan, dan tidak boleh mengganggu kebugaran 
residen untuk bekerja maupun membahayakan 
keselematan pasien. 
B. Waktu yang dihabiskan oleh residen dalam internal dan 
external moonlighting (seperti yang didefinisikan dalam 
ACGME Glossary of Terms) harus dihitung terhadap 80 
jam maksimum batasan jam per minggu 




 Night Float dapat terjadi dalam konteks persyaratan 80 jam 
dan satu hari libur dalam tujuh hari. 
Jumlah minggu maksimum berturut-turut dari night float, 
dan jumlah bulan maksimum dari night float per tahun 




A. Residen harus dijadwalkan untuk in-house call tidak lebih 





At-Home Call A. Waktu yang dihabiskan dalam aktivitas perawatan pasien 
oleh residen pada at-home call harus dihitung dalam batas 
80 jam maksimum. Frekuensi at-home call tidak dikenai 
batasan tiga malam, namun harus memenuhi persyaratan 
dari satu hari libur setiap tujuh jhari dari pekerjaan klinis 
dan pendidikan, ketika rata-rata lebih dari empat minggu. 
At-home call tidak boleh terlalu sering atau terlalu berat 
sehingga menghalangi waktu istirahat atau waktu pribadi 
bagi seitap residen. 
B. Residen tidak diperbolehkan untuk kembali ke rumah 
sakit selama at-home call untuk menyediakan perawatan 
langsung untuk pasien. Jam perawatan pasien rawat inap  
harus termasuk dalam batasan maksimum 80 jam per 
minggu. 
 
Sumber :ACGME, “About Us”, http://www.acgme.org/About-Us/Overview, diakses 25 
Agustus 2017. 
 
Selain peraturan mengenai jam kerja, ACGME juga mengatur beberapa hal 
yang berhubungan dengan durasi jam kerja. Salah satunya adalah pengaturan 
mengenai manajemen kewaspadaan/mitigasi kelelahan dimana residen harus 
mengetahui gejala-gejala yang timbul akibat kelelahan dan kurang tidur dan 
manajemen yang digunakan untuk mengatur efek negatif yang muncul dari 
kelelahan. ACGME menekankan pentingnya istirahat yang adekuat sebelum dan 
setelah kerja klinik. Beberapa strategi yang disarankan oleh ACGME adalah 
strategic napping, penggunaan kafein yang bijaksana, ketersediaan perawat 
lainnya, manajemen waktu untuk memaksimalkan waktu tidur, pembelajaran 
untuk mengetahui gejala-gejala dari kelelahan dan pemantauan terhadap performa 
diri sendiri dan/atau meminta orang lain untuk melakukan pemantauan. 
b) New York State Model 
Peraturan yang ada di negara bagian New York mengenai batasan jam kerja 




kasus Libby Zion, Departemen Kesehatan Negara Bagian New York membentuk 
suatu komite yang beranggotakan 9 orang dokter terkemuka waktu itu.Komite ini 
kemudian dikenal dengan sebutan sebagaiBell Commission. Pembentukan komite 
ini bertujuan untuk mengulas kembali rekomendasi yang dikeluarkan oleh dewan 
juri terkait dengan kasus Libby Zion. Pada tanggal 7 Oktober 1987, Bell 
Commission mengajukan hasil laporan akhir kepada Departemen Kesehatan 
Negara Bagian New York. Laporan akhir ini kemudian dikodifikasikan pada 
Section 405,4 of Title 10 of the New York Codes, Rules and Regulations 
(NYCRR).73 
Tidak semua menanggapi dengan positif adanya kodifikasi regulasi ini. Salah 
satunya adalah pihak institusi pendidikan itu sendiri. Hal ini dapat terlihat dari 
laporan Departemen Kesehatan Negara Bagian New York pada tahun 1998, masih 
ada rumah sakit di New York yang memperkerjakan residen melebihi batasan jam 
kerja dengan alasan untuk melindungi pasien. Oleh karena itu, Departemen 
Kesehatan Negara Bagian New York melakukan amandemen terhadap peraturan 
yang berlaku.74Dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan 
Negara Bagian New York ini mengadopsi sejumlah mekanisme yang bertujuan 
untuk menjamin adanya kepatuhan oleh pelaksana khususnya penyelenggara 
pendidikan dalam hal ini adalah pihak rumah sakit agar tidak melanggar 
peraturan-peraturan yang telah dibentuk.  
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Mekanisme-mekanisme tersebut antara lain:75 
1) Peran pengawasan didelegasikan kepada rumah sakit. Secara khusus, 
rumah sakit bertanggung jawab untuk mengawasi jumlah jam kerja residen 
termasuk dalam baik pekerjaan atau “moonlighting”. 
2) Kedua, dokter yang bertugas mengawasi residen dalam spesialisasi mereka 
dan pengawasan semacam itu diperlukan di tempat, 7 hari seminggu,24 
jam sehari. Juga, seorang ahli beda dibutuhkan untuk mengawasi secara 
personal semua prosedur pembedahan, termasuk pembiusan total. 
3) Departemen Kesehatan Negara Bagian New York mengawasi kepatuhan 
melalui “routine surveys and complaint and incident investigations”. 
4) Metode penegakan yang paling signifikan, bagaimanapun juga, datang 
melalui penggunaan denda hukuman oleh departemen ini. 
Dalam Peraturan terbaru pada Section 405.4-Medical staff New York Code, 
Rules and Regulations, kerja dokter residen dalam New York Code dibagi 
menjadi dua yaitu di unit gawat darurat dan rawat inap. Pada rumah sakit yang 
kunjungan lebih dari 15.000 di layanan gawat darurat per tahun, residen dan 
dokter yang bertugas harus dibatasi tidak melebihi 12 jam berturut-turut per tugas 
di unit gawat darurat. Namun terdapat pengecualian hingga 15 jam kerja dengan 
kriteria tertentu, yaitu: 
1) jadwal alternatif berkontribusi kepada kemampuan rumah sakit terhadap 
kebutuhan komunitas untuk layanan gawat darurat yang berkualitas. 
2) jumlah pasien yang diperiksa dan diobati selama tambahan waktu lebih 
sedikit dari jumlah saat jam kerja. 
3) terdapat waktu istirahat yang adekuat antara tugas dan setiap minggu 
untuk mencegah kelelahan. 
Berbeda dengan unit gawat darurat, untuk residen yang memiliki jadwal di 
rawat inap harus memenuhi beberapa kriteria mengenai batasan jam kerja. Kriteria 
tersebut adalah: 
1) jadwal kerja mingguan tidak boleh melebihi rata-rata 80 jam per minggu 
selama periode 4 minggu; 
2) residen tidak boleh dijadwalkan untuk bekerja melebihi 24 jam beturut-
turut; dan 
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3) departemen selain anestesi, praktek keluarga, medis, bedah, kandungan, 
anak atau layanan lainnya yang dengan jumlah pasien dengan penyakit 
akut yang banyak, dan ketika panggilan malam jarang dan waktu istirahat 
dokter cukup, staf medis dapat mengembangkan dan mendokumentasikan 
penjadwalan pengaturan selain yang tercantum dalam klausul (a) dan (b) 
dari sub ayat ini: 
4) “on call” di rumah sakit selama jadwal malam oleh residen bedah tidak 
boleh dimasukkan dalam batas 24 jam yang tercantum dalam ayat (b) dari 
subparagraf ini dan 80 jam batasan kerja yang tercantum dalam ayat (a) 
subparagraf jika: 
a. Rumah sakit dapat mendokumentasikan bahwa pada malam hari, 
residen beristirahat dan gangguan terhadap perawatan pasien 
jarang dan terbatas terhadap pasien. 
b. Tugas dijadwalkan untuk setiap residen tidak lebih dari tiap 3 
malam. 
c. Tugas berturut-turut yang termasuk jadwal malam “on call” diikuti 
oleh periode istirahat tidak kurang dari 16 jam; dan 
d. Peraturan dan prosedur dikembangkan dan diimplementasikan 
untuk segera mengistirahatkan residen dari tugas berturut-turut 
ketika kelelahan karena periode “on call” yang tidak biasa. 
 
b. Batasan jam kerja residen di Kanada 
1) Regulasi lama kerja di Kanada 
Sistem regulasi mengenai jam kerja residen di Kanada berbeda dengan  sistem 
regulasi di negara lainnya, seperti Amerika Serikat. Berdasarkan jurnal Canadian 
Patient and Physician Safety and Wellbeing: Resident Duty Hour, yang 
dikeluarkan oleh Resident Doctors of Canada, dijelaskan bahwa “Currently there 
is no pan-Canadian limitation on resident duty hours. Duty hours are negotiated 
individually within each province”. (saat ini tidak ada batasan dari Pan-Canadian 
mengenai jam kerja residen. Jam kerja dinegosiasi secara mandiri di setiap 
provinsi). 76Di dalam Pan Canadian Consensus, dijelaskan bahwa:77 
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First of all, the Canadian postgraduate medical education system is 
organized very differently than the other jurisdictions explored. Here in 
Canada, more autonomy given to individual medical schools in the 
administration of residency programs, and few, if any national legislation or 
regulations exist to govern postgraduate medical education, with the 
exception of accreditation standards set by the Royal College of Physicians 
and Surgeons of Canada, the College of Family Physicians of Canada 
(CFPC), and the Collège des médecins du Québec (CMQ) 
(pada dasarnya, sistem pendidikan medis pascasarjana Kanada diatur sangat 
berbeda dengan yurisdiksi lainnya. Di Kanada, hak otonomi lebih diberikan 
kepada insititusi pendidikan kedokteran itu sendiri di dalam program 
adminitrasi residensi, dan sedikit, jika ada undang-undang atau peraturan 
nasional yang mengatur pendidikan kedokteran pasca sarjana, dengan 
pengecualian dari standar akreditasi yang ditetapkan oleh the Royal College 
of Physicians and Surgeons of Canada, the College of Family Physicians of 
Canada (CFPC), and the Collège des médecins du Québec (CMQ)) 
Berdasarkan hal di atas, maka tidak ada regulasi terpusat yang mengatur 
secara khusus mengenai regulasi lama kerja di Kanada. Segala sesuatu yang 
berhubungan dengan pekerjaan residen diatur dalam perjanjian kontrak oleh pihak 
residen dan insititusi pendidikan kedokteran berdasarkan kontrak perjanjian kerja 
pada tingkatan provinsi atau regional. Di setiap provinsi terdapat organisasi yang 
menaungi berbagai residen, yang dinamakan Provincial Housestaff Organizations 
(PHOs) yang kemudian namanya diubah menjadi Resident Doctors of Canada. 
Dalam Pan-Canadian, dijelaskan bahwa:78 
Since the 1970s, Provincial Housestaff Organizations (PHOs) have been in 
place in each region in Canada, functioning largely as resident unions or 
employment unions as well as functioning as professional associations. These 
organizational bodies are responsible, through collective bargaining, for 
negotiating residentphysician working conditions with the respective 
employer (government and/or hospital representatives). Together, the PHOs 
and employers establish contracts which govern all aspects of the employer-
employee relationship, including stipulations regarding wages, benefits and 
duty hours. In Canada, no legislation exists at the federal or provincial level 
to govern resident duty hours. 






(Sejak tahun 1970an, Provincial Housetaff Organization (PHOs) telah ada di 
masing-masing wilayah di Kanada, berfungsi sebagai serikat residen atau 
serikat pekerja serta bergunsi sebagai asosiasi profesional. Organisasi ini 
bertanggung jawab, melalui perundingan bersama, untuk melakukan 
negosiasi kondisi lingkungan kerja residen-dokter dengan masing-masing 
pemberi kerja (pemerintah dan/atau wakil rumah sakit). Bersama, PHOs 
dengan pemberi kerja membentuk kontrak yang memuat semua aspek 
hubungan pemberi kerja-pekerja, termasuk ketentuan mengenai upah, 
tunjangan, dan jam kerja. Di Kanada, tidak ada Undang-Undang yang ada di 
tingkat Federal atau Provinsi untuk  mengatur jam kerja residen). 
Berikut ini adalah Tabel 3.2 berisi perubahan-perubahan yang ada di Kanada 
mengenai jam kerja, kemudian dirangkum secara garis besar, yaitu: 79 
Tabel 2.2 






A. Perubahan signifikan: banyak kontrak awal dari tahun 
1980an tidak menjelaskan jam maksimum. Sebagian 
besar kesepakatan kolektif saat ini konsisten dalam 
menetapkan durasi kerja sekitar 24-26 jam. 
B. Pada kebanyakan kasus, ketentuan diberikan untuk 
menghasilkan waktu serah terima khusus untuk serah 
terima tanggung jawab pasien. 
C. Beberapa pengecualian termasuk di provinsi Quebec 
(16 jam kerja maksimum di in house call  karena aturan 
arbitrase 2011) dan dua PHOs (FMRQ dan PARIMP) 
telah menegosiasikan kesepakatan dengan lama jam 
kerja maksimum yang lebih sedikit untuk residen di 
unit gawat darurat. 
Jam maksimum 
per minggu 
A. Dalam banyak kesepakatan sejaktahun 1980an, jumlah 
jam kerja maksimum tidak disepakati ataupun 
ditetapkan. Bahkan saat ini, dua dari kesepakatan 
terakhir hanya menyebutkan bahwa residen harus 
bekerja dalam jumlah yang wajar, dan tidak 
menentukan jumlah maksimal. 
B. Variasi yang besar di seluruh negeri, dari 60 jam per 
minggu terendah hingga 90 jam per minggu tertinggi. 
C. Variasi yang signifikan juga perlu dicacat; beberapa 
PHOs memperbolehkan rata-rata jam kerja dan terdapat 
variasi dalam apa yang dihitung sebagai bagian dari 
jam ini. 
Lama istirahat A. Banyak yang berpendapat bahwa diperbolehkan adanya 
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antara tiap jadwal 
kerja 
 
jam istirahat antara jadwal kerja mempunyai dampak 
penting terhadap kemampuan residen untuk 
memulihkan diantara jadwal kerja, apakah jaraknya 
satu hari atau lebih. Saat ini, hanya 3 dari 8 PHOs yang 
menentukan jumlah jam istirahat minimum antara 
jadwal kerja berturut-turut untuk residen. Lebih-lebih 
beberapa kontrak menentukan waktu istirahat setiap 3 
hingga 14 hari, namun klausul ini tidak akan 
menghalangi seorang residen dijadwalkan jadwal kerja 




A. Frekuensi panggilan menjadi salah satu aspek yang 
paling sering diperdebatkan dalam jadwal kerja 
residen. 
B. Saat ini hampir mendekati standar, 1 dalam 4 hari 
untuk in-house call (waktu yang dihabiskan on call di 
lingkungan rumah sakit) dan 1 dalam 3 hari untuk out 
of house call (waktu yang dihabiskan on call di luar 
rumah sakit). Standar saat ini mewakili jadwal kerja 
dari kontrak sebelumnya, dimana hampir seragam 1 
dalam 3 hari untuk in-house dan 1 dari 2 hari untuk out 
of house. Pengecualian adalah FMRQ, yang memiliki 1 
dalam 4 hari in-house/1 dalam 3 hari out of house sejak 
tahun 1980. 
C. Kebanyakan PHOs sekarang menggunakan rata-rata 
dari waktu ke waktu untuk menentukan frekuensi 
panggilan. Biasanya, rata-rata ini terjadi dalam kurun 
waktu sekitar satu bulan (28 hari), namun dalam dua 
PHOs, frekuensi panggilan dirata-rata selama 
keseluruhan rotasi akademik residen, yang dapat 
bervariasi dari 4-12 minggu tergantung program. 
D. Semua PHOs bersifat konsisten, meskipun,  dalam 
pernyataan bahwa dalam kondisi normal, seorang 
residen tidak pernah dijadwalkan dalam 2 in-house 
calls berturut-turut, bahkan jika jam kerja dalam 
keadaan ini masih akan berada dalam alokasi untuk jam 





A. Berbagai macam prosedur dibuat untuk menangani 
tugas yang melebihi jam maksimum dan frekuensi 
panggilan. Prosedur ini mulai dari tambahan bayaran, 
hingga arbitrase atau pertemuan lain yang dimaksudkan 
untuk menyelesaikan hal ini. 
 
Sumber : National Steering Committee on Resident Duty Hours. Fatigue, Risk and Excellence: 
Towards a Pan-Canadian Consensus on Resident Duty Hours. Ottawa, Ontario: The Royal 




2) Lama kerja residen di Provinsi Quebec 
Dalam Canada, Province of Quebec, Arbitration Board: Arbitration award, 
Grievance No. 4-CUSM-0809-01, lama kerja residen di Quebec mengalami 
perubahan dari maksimal 24 jam berturut-turut menjadi maksimal 16 jam 
berturut-turut. Hal ini disebabkan oleh karena adanya aduan yang dilakukan oleh 
asosiasi residen McGill terhadap Mcgill University Health Centre. Aduan yang 
dilayangkan kepada dewan arbitrase ini didasarkan oleh adanya jam kerja residen 
yang melanggar peraturan yang ada. Dewan arbitrase melakukan evaluasi kondisi 
yang ada terhadap Canadian Charter of Rights and Freedoms dan Quebec 
Charter of Human Rights and Freedoms.  
Dewan arbitrase melakukan pengujian klausul 12.14 yang merupakan 
persetujuan antara residen dan rumah sakit. Bunyi klausul 12.14 adalah “Begitu 
setelah seorang residen bekerja selama 18 jam selama periode 24 jam, dia harus 
dibebaskan dari jadwal regular dari tugas panggilan, untuk periode waktu minimal 
24 jam. Dalam hal apapun, residen tidak bekerja lebih dari 24 jam berturut-turut”. 
Klausul 12.14 ini kemudian dievaluasi terhadap Canadian Charter of Rights and 
Freedoms dan Quebec Charter of Human Rights and Freedoms. Hasil putusan 
arbitrase menyatakan bahwa klausul 12.14 secara resmi bertentangan dengan 
bagian ke 7 dari the Canadian Charter of Rights and Freedoms dan bagian ke 1 
dari the Charter of Hman Rights and Freedoms. Oleh sebab itu, dewan arbitrase 
mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa durasi lama jam kerja residen 
diturunkan menjadi maksimum 16 jam per hari dari yang sebelumnya maksimum 




3) Pan Canadian Consensus on Resident Duty Hour 
Pan Canadian Consensus adalah suatu proyek yang melibatkan 9 organisasi 
pemangku jabatan dan para ahli  mengenai pendidikan medis di Kanada. Proyek 
ini dilaksanakan pada Maret 2012. Topik utama yang dibahas dalam Pan 
Canadian Consensus ini adalah mengenai batasan jam kerja residen dan berbagai 
isu yang ada dalam regulasi batasan jam kerja. Batasan jam kerja ini diyakini 
mempunyai dampak yang signifikan dalam pemberian layanan kesehatan, 
keunggulan dalam pendidikan kedokteran, dan penyediaan perawatan kesehatan 
yang aman. 
Ada beberapa hal yang dijelaskan dalam Pan Canadian Consensus mengenai 
3 hal mendasar yang ada dalam regulasi jam kerja di Kanada, yaitu:80 
a) Regulasi mengenai lama jam kerja residen tidak diatur secara nasional 
melainkan diatur berdasarkan negosiasi kontrak yang dibuat oleh asosiasi 
residen dengan rumah sakit yang berlaku sebagai institusi pendidikan. 
Kontrak ini dibuat di tingkat provinsi atau regional. 
b) Kontrak yang mengatur mengenasi lama jam kerja dan berbagai aspek 
yang mempengaruhinya berbeda-beda di setiap daerah. Peraturan 
mengenai lama jam kerja banyak berubah karena menyesuaikan isi 
kontrak yang berubah dari waktu ke waktu. 
c) Pada umumnya ada dua aspek yang mendasari batasan jam kerja, yaitu 
jumlah jam kerja berturut-turut pada shift tertentu dan jumlah jam kerja 
total selama periode waktu tertentu, biasanya dihitung dalam satuan 
minggu atau bulan. Di Kanada, yang menjadi fokus batasan jam kerja 
adalah jumlah jam kerja berturut-turut pada shift tertentu. 
Ada perbedaan mendasar mengenai status residen di Indonesia dan di Kanada. 
Perbedaan mendasar ini dijelaskan dalam Pan Canadian Consensus bahwa “In 
Canada, as in many other jurisdictions worldwide, physicians in training have a 
dual role of a learner and clinical care provider”. (di Kanada, seperti di banyak 
                                                           




yuridiksi di seluruh dunia, dokter dalam pelatihan memiliki peran ganda yang 
sebagai pelajar dan penyedia layanan klinis). 81 
Di Indonesia, residen dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang 
Pendidikan Kedokteran, dianggap sebagai mahasiswa, tidak sebagai pekerja. 
Sedangkan berdasarkan uraian di atas, residen di Kanada sudah secara resmidiakui 
memiliki dua peran sekaligus secara bersamaan yaitu sebagai mahasiswa yaitu 
pelajar dan sebagai pekerja yaitu penyedia layanan klinis.Meskipun demikian 
batasan jam kerja masih terus diperdebatkan dan secara keseluruhan belum 
diterima, namun sudah ada 5 prinsip yang telah dibentuk dan disetujui oleh 
anggota dari the National Steering Committe on Resident Duty Hours. 5 prinsip 
tersebut adalah:82 
a) Residen mempunyai pernah yang berhubungan sebagai pelajar dan sebagai 
pemberi layanan kesehatan. 
b) Residen adalah penyedia vital dalam sistem layanan kesehatan yang seara 
kolektif bertanggung jawab atas 24/7 cakupan perawatan pasien. 
c) Periode kerja 24 jam atau lebih berturut-turut tanpa tidur harus dihindari. 
d) Usaha untuk meminimalisir resiko dan meningkatkan keamanan penting 
dan tidak dapat dilakukan dengan menangani jam kerja residen saja. 
e) Mengingat variasi substansial dalam kebutuhan residen, model yang sesuai 
untuk jam kerja residen dan ketentuan setelah jam pelayanan diperlukan. 
Di bagian akhir Pan Canadian Consensus, menyampaikan berbagai 
rekomendasi-rekomendasi yang menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan 
peraturan mengenai jam kerja residen, yaitu:83 
1. Menyadari bahwa banyak faktor yang berkontribusi dalam kelelahan 
residen, sebuah pendekatan komperhensif untuk meminimalkan kelelahan 
dan resiko yang berhubungan dengan kelelahan harus dikembangkan dan 
diimplementasikan dalam pelatihan residen dalam semua yurisdiksi di 
Kanada. 
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2. Pendekatan pendidikan harus didesain ulang untuk mempengaruhi inovasi 
dan pendekatan baru, untuk menjamin pelatihan dan perolehan kompetensi 
yang sesuai di era peningkatan peningkatan regulasi jam kerja residen. 
3. Standar akreditasi harus diadaptasikan untuk mendukung modifikasi 
jadwal dan durasi residen yang direncanakan, melalui penerapan kegiatan 
manajemen resiko kelelahan. 
4. Inventarisasi model penjadwalan dan ketentuan setelah jam pelayanan 
harus dibuat dan disebarluaskan untuk menyediakan penjadwalan dan 
pemberian layanan yang menjadi alternatif dan tolak ukur. 
5. Konsortium pan-Canadian yang independen menyatakan evaluasi terhadap 
jam kerja residen di Kanda harus  dibuat. 
 
c. Upah Residen di Amerka Serikat 
Di Amerika Serikat, the Association of American Medical Colleges sejak 1968 
melakukan survei mengenai upah dan tunjangan residen. Survei ini mencakup 
berbagai informasi mengenai upah di setiap tahapan residen, kenaikan upah 
dibandingkan tahun sebelumnya, pembagian residen berdasarkan regional, 
pembagian residen berdasarkan jenis rumah sakit tempat kerja, tunjangan-
tunjangan yang didapatkan oleh residen dan berbagai aspek lainnya. Tujuan dari 
survei ini adalah sebagai bahan dasar untuk digunakan sebagai pertimbangan 
dalam menentukan besaran upah dan tunjangan residen di tahun berikutnya. 
Berikut ini adalah salah satu contoh laporan dari the Association of American 
Medical Colleges. 
Tabel 2.3 
Gaji Aktual Nasional Residen/Fellow Tahun Ini, Perubahan Dolar Dan 
















ke 1  
158 $54,107 $51,000 $53,580 $55,739 
Tahun 
ke 2 
158 $56,100 $52,737 55,402 $58,455 
Tahun 
ke 3 






157 $60,714 $56,674 60,000 $63,000 
Tahun 
ke 5 
150 $62,623 $58,822 62,225 $66,073 
Tahun 
ke 6 
141 $65,450 $61,298 64,565 $68,170 
Tahun 
ke 7 
130 $67,802 $63,504 66,884 $70,403 
Tahun 
ke 8 






ke 1  
100 $2,356 $1,582 2,104 $2,866 
Tahun 
ke 2 
99 $2,428 $1,630 2,174 $2,866 
Tahun 
ke 3 
99 $2,488 $1,641 2,213 $2,959 
Tahun 
ke 4 
99 $2,677 $1,707 2,280 $3,158 
Tahun 
ke 5 
95 $1,982 $1,587 2,404 $3,147 
Tahun 
ke 6 
89 $2,605 $1,735 2,479 $3,222 
Tahun 
ke 7 
81 $2,561 $1,572 2,505 $3,252 
Tahun 
ke 8 







ke 1  
100 4,6% 3,1% 4,0% 5,6% 
Tahun 
ke 2 
99 4,5% 3,0% 4,0% 5,6% 
Tahun 
ke 3 
99 4,5% 3,0% 4,0% 5,6% 
Tahun 
ke 4 
99 4,6% 3,0% 4,0% 5,6% 
Tahun 
ke 5 
95 3,3% 2,8% 4,0% 5,3% 
Tahun 
ke 6 
89 4,2% 2,9% 4,0% 5,6% 
Tahun 
ke 7 
81 4,0% 2,5% 4,0% 5,1% 
Tahun 
ke 8 
48 4,5% 3,0% 4,0% 4,6% 
 
Sumber : The Association of American Medical Colleges, “Suvery of Resident/Fellow Stipends 
and Benefits Report”, https://www.aamc.org/download/ 





Bagian Responden Berdasarkan Tingkat Cakupan Tunjangan Residen, Oleh 
Pemilikan, Tahun Akademik 2016-2017 
 











0 0 0 
Dibayar 
bersama 
7 8 1 
Tidak dibayar 12 7 5 
Tidak 
ditawarkan 
139 86 53 
Tidak dijawab 2 1 1 
Parkir Dibayar 
penuh 
85 62 23 
Dibayar 
bersama 
32 19 13 
Tidak dibayar 26 14 12 
Tidak 
ditawarkan 
16 5 11 






29 22 7 
Dibayar 
bersama 
45 25 20 
Tidak dibayar 37 24 13 
Tidak 
ditawarkan 
46 27 19 






97 68 29 
Dibayar 
bersama 
42 24 18 
Tidak dibayar 9 3 6 
Tidak 
ditawarkan 
10 4 6 





133 93 40 
Dibayar 
bersama 
7 2 5 
Tidak dibayar 5 0 5 





Tidak dijawab 3 2 1 
 
The Association of American Medical Colleges, “Suvery of Resident/Fellow Stipends and 
Benefits Report”, https://www.aamc.org/download/ 
471828/data/2016stipendsurveyreportfinal.pdf, diakses 10 September 2017 
Berdasarkan laporan tahun 2016 oleh Neil Chesanow tentang “Residents 
Salary & Debt Report 2016”, dijelaskan bahwa rata-rata gaji seorang residen di 
Amerika Serikat adalah $56.500, meningkat sesuai tingkatan tahun residen. 
Pendapatan setiap residen bervariasi berdasarkan tingkatan tahun residen dan jenis 
spesialisasi,dimana tertinggi didapatkan oleh bidang spesialisasi yang 
berhubungan dengan kegawatan darurat. Selain gaji, residen juga mendapat 
berbagai tunjangan, di antaranya adalah gaji ketika cuti, asuransi kesehatan, 
makan siang dan lain-lain. 84 
Awalnya, seorang residen dianggap sebagai pelajar di Amerika Serikat, 
sehingga seorang residen tidak dikenai pajak atas gaji yang didapatnya dan 
pemberi kerja dalam hal ini rumah sakit atau insititusi lainnya tidak menyediakan 
biaya tambahan untuk perencanaan keuangan masa depan residen. Berdasarkan 
putusan mahkamah agung, status residen tidak dapat dianggap sebagai pelajar 
melainkan sebagai pekerja. Dalam jurnal Supreme Court Upholds Treasury Rule 
that Medical Residents Are Employees for FICA Purposes, dijelaskan bahwa: 85 
A “full-time employee” is defined generally as an employee who is considered 
to be a full-time employee under the employer’s policies. The regulations 
automatically include as a full-time employee any employee normally 
scheduled to work 40 hours or more per week, and specifically cite medical 
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residents as an example of full-time employees who would not qualify as 
students for FICA purposes. 
(seorang “full-time employee” didefinisikan secara umum sebagai karyawan 
yang dianggap sebagai karyawan tetap berdasarkan kebijakan perusahaan. 
Hal ini secara otomatis memasukkan “full-time employee” yang biasanya 
bekerja 40 jam atau lebih setiap minggu, dan secara spesifik menyebutkan 
residen medis merupakan contoh dari “full-time employees” yang tidak 
terkualifikasi sebagai pelajar untuk tujuan FICA) 
Kesimpulan dari jurnal ini adalah, “On January 11, 2011, the Supreme Court 
unanimously upheld the Treasury Department’s regulations providing that 
doctors who are in medical residency programs are employees rather than 
students for purposes of FICA taxation”. (pada 11 Januari 2011, Mahkamah 
Agung dengan suara bulat mendukung peraturan Departemen Keuangan yang 
menetapkan bahwa dokter yang berada dalam program residensi medis adalah 
karyawan dan bukan siswa untuk tujuan perpajakan FICA).86 
UCSF Fresno merupakan kampus regional dari the University of California, 
San Fransisco School of Medicine. UCSF Fresno memberikan gaji dan tunjangan-
tunjangan tertentu terhadap residen yang bekerja di rumah sakit tersebut. Berikut 
ini adalah tabel gaji dan tunjangan-tunjangan dari UCSF Fresno.87 
Tabel 2.5 
Rincian Gaji Residen Di UCSF Fresno 
 
Tahun pasca kelulusan Gaji kotor per tahun Gaji kotor per bulan 
1 $55,566 $4,630.50 
2 $57,408 $4,784.00 
3 $59,663 $4,971.92 
4 $62,018 $5,168.17 
5 $64,556 $5,379.67 
6 $66,955 $5,579.58 
7 $69,182 $5,765.17 
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Sumber : UCSH Fresno University of California, “ UCSF Fresno MEP Housestaff Salary & 
Benefits Summary”, http://www.fresno.ucsf.edu/Salary-and-Benefits.pdf, diakses 10 
September 2017 
 
Selain gaji, UCSF Fresno juga memberikan tunjangan berupa asuransi 
kesehatan, asuransi jiwa, kompensasi pekerja dan lain-lain. Selain tunjangan, 
UCSF Fresno juga memberikan waktu cuti kepada residen. Cuti yang diberikan 
berupa cuti liburan, cuti sakit, cuti kehilangan, cuti atas keluarga yang sakit, cuti 
militer dan lain-lain.Meskipun, residen di Amerika Serikat telah diberikan gaji, 
tunjangan dan berbagai fasilitas lainnya, hal ini bukan berarti tidak ada masalah 
yang dihadapi residen di Amerika Serikat. Salah satunya adalah masalah utang. 
Berdasarkan data yang diperoleh dari medscape.com, yaitu:88 
Lebih dari duapertiga (68%) residen mempunyai utang sekolah 
kedokteran yang signifikan (tidak termasuk utang lainnya) – $50.000 atau 
lebih – presentase yang sama seperti pada tahun 2015. Lebih dari sepertiga 
(40%) residen mempunyai utang lebih dari $200.000, dan seperlima (20%) 
mempunyai utang $100.000-$200.000. 
Selain masalah utang, terdapat ketidakpuasan residen terhadap gaji yang 
diterimanya, hal ini dapat dilihat, yaitu: 89 
Banyak residen pria dan wanita percaya bahwa mereka cukup diberi 
kompensasi, namun presentasi ini turun dibandingkan dengan laporan 2015. 
Alasan karena ketidakpuasan mereka karena bayaran yang lebih tinggi yang 
diperoleh penyedia layanan kesehatan bukan dokter (perawat dan asisten 
dokter) dan tenaga profesional bukan dokter dengan pendidikan dan 
pengalaman yang sebanding. 
Hal di atas menunjukkan bahwa meskipun telah mendapat gaji, fasilitas dan 
tunjangan, terdapat berbagai problematika yang dihadapi oleh residen berkaitan 
dengan gaji yaitu utang dan ketidakpuasan terhadap gaji yang diterima. 
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D. Persamaan Dalam Unsur Perjanjian Kerja Antara Tenaga Kerja Dan 
Peserta Pendidikan Dokter Spesialis 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam suatu perjanjian kerja 
mengandung 4 unsur, sebagai berikut:90 
1. Adanya pekerjaan (arbeid); 
2. Di bawah perintah /gezag ver houding (maksudnya buruh melakukan 
pekerjaan atas perintah majikan, sehingga bersifat subordinasi); 
3. Adanya upah tertentu/loan; 
4. Dalam waktu (tijd) yang ditentukan (dapat tanpa batas waktu/pensiun atau 
berdasarkan waktu tertentu). 
Dari keempat unsur di atas, dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu 
kewajiban dan hak seorang tenaga kerja. Unsur pertama dan kedua merupakan 
kewajiban seorang pekerja sedangkan unsur ketiga dan keempat merupakan hak 
yang diperoleh seorang pekerja setelah melaksanakan kewajibannya. Dalam sub 
bab berikut ini, penulis akan mencoba mengkorelasikan apakah seorang peserta 
dokter spesialis memenuhi semua unsur di atas sehingga dapat juga disebut 
sebagai seorang pekerja. 
1. Adanya pekerjaan (arbeid); 
Pekerjaan dalam suatu perjanjian kerja tidak dibatasi oleh peraturan 
perundang-undangan yang berlaku selama tidak bertentangan dengan ketertiban 
umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis 
pendidikan dokter spesialis adalah pendidikan profesi. Berdasarkan Undang-
                                                           




Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, Peserta 
Pendidikan Dokter Spesialis melaksanakan program pendidikannya melalui 
proses belajar mengajar dalam bentuk pembelajaran klinik dan pembelajaran 
komunitas yang menggunakan berbagai bentuk dan tingkat pelayanan kesehatan 
nyata yang memenuhi persyaratan sebagai tempat praktik kedokteran.  
Selain itu, dalam Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis yang dibentuk 
oleh Konsil Kedokteran Indonesia, tujuan umum pendidikan dokter spesialis 
adalah menghasilkan dokter spesialis dengan kemampuan akademik dan keahlian 
klinik seorang profesional. Lebih detail, dijelaskan bahwa dalam proses 
pendidikannya, pendekatan pembelajaran Peserta Pendidikan Dokter Spesialis 
dilakukan berbasis praktik yang komperhensif yang melibatkan peserta didik pada 
seluruh kegiatan pelayanan kesehatan di bawah supervisi dan ikut bertanggung 
jawab terhadap aktivitas pelayanan tersebut. Dalam penjelasan berikutnya 
dikatakan bahwa program pendidikan mencakup integrasi antara teori dan praktik. 
Dalam program studi ilmu kebidanan dan penyakit kandung (Obgin), tertulis 
bahwa tugas dan wewenang Peserta Pendidikan Dokter Spesialis antara lain 
adalah pelayanan dan pendidikan. Pelayanan ini berupa pemeriksaan dan 
penanganan kasus sesuai dengan isi kurikulum dan tingkat kompetensi pada 
semester masing-masing. Sedangkan dalam pendidikan adalah berupa 
keikutsertaan dalam “journal reading/presentasi kasus” yang diselenggarakan 
oleh konsulen poliklinik.91Mekanisme yang sama juga dapat dilihat dalam Buku 
Panduan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) I Ilmu Kesehatan Mata 
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Universitas Airlangga Surabaya, pelaksanaan pendidikan dibagi menjadi dua 
bagian yaitu kegiatan pelayanan pendidikan dan kegiatan ilmiah peserta didik.92 
Berikut ini adalah Skema Standar Pendidikan Dokter Spesialis Indonesia 
berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya 
 
Gambar 2.4 












Dari penjelasan dan gambar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada dua 
jenis pekerjaan yang merupakan kewajiban dari seorang Peserta Pendidikan 
                                                           
92
Departemen Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universtias Airlangga, Fakultas 
Kedokteran Buku Panduan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) I Ilmu Kesehatan Mata 
Universitas Airlangga Surabaya, Surabaya, 2013. 
Standar Pendidikan Dokter 
Spesialis Indonesia 
Pendidikan Pelayanan Klinik 













Dokter Spesialis yaitu Pendidikan dan Pelayanan. Pelayanan yang dimaksud 
adalah pelayanan klinik seorang peserta pendidikan dokter spesialis terhadap 
pasien yang ada di tempat dia bertugas, dimana kegiatan pendidikan dan 
pelayanan ini saling terintegrasi satu sama lain. 
2. Di bawah perintah /gezag ver houding (maksudnya buruh melakukan 
pekerjaan atas perintah majikan, sehingga bersifat subordinasi); 
Dalam penjelasan sebelumnya, perjanjian kerja yang diperjanjikan antara 
pekerja dan pengusaha bersifat konsensual yang berarti berdasarkan kesepakatan 
dan mengikat kedua pihak. Suatu hubungan kerja terdapat pihak yang 
memberikan perintah dan pihak yang menerima perintah. Perintah yang dimaksud 
adalah suruhan untuk melakukan sesuatu. Suatu perintah mengandung kewajiban 
yang harus dilaksanakan oleh penerima perintah dimana hasil akhirnya adalah 
adanya suatu pekerjaan. 
Berdasarkan Pasal 51 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan, perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Salah satu 
persyaratan dalam pendaftaran program pendidikan dokter spesialis, seperti yang 
tercantum pada Poin 17 Persyaratan Umum, adalah “membuat surat pernyataan 
bersedia mematuhi semua peraturan yang berlaku di RSUD Dr. Soetomo, Fakultas 
Kedokteran Universitas Airlangga dan Program Studi masing-masing”.93 Surat 
pernyataan ini merupakan salah satu bentuk perintah dari institusi pendidikan 
dokter spesialis terhadap calon peserta pendidikan dokter spesialis. 
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3. Adanya upah tertentu/loan; 
Dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan 
Kedokteran, disebutkan berbagai hak Peserta Pendidikan Dokter Spesialis sebagai 
mahasiswa. Pada Ayat 2 disebutkan bahwa “setiap mahasiswa berhak 
memperoleh insentif di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan 
Kedokteran bagi Mahasiswa program dokter layanan primer, dokter spesialis-
subspesialis, dan dokter gigi spesialis-subspesialis”. 
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, tidak ada 
penjelasan mengenai insentif. Dalam Standar Kompetensi Pendidikan Dokter 
Spesialis juga tidak disebutkan mengenai insentif. Berdasarkan definisinya, 
insentif berbeda baik dengan upah, tunjangan tetap maupun tunjangan tidak tetap. 
Insentif merupakan bonus yang diberikan atas prestasi kerja tertentu kepada 
seorang pekerja. 
Gambar 2.5 









 Upah + Tunjangan tetap; 
atau 
 Upah + Tunjangan tetap + 
Tunjangan tidak tetap 





Berdasarkan Gambar di atas, jelas bahwa setelah pekerja melaksanakan 
kewajibannya, pemberi kerja wajib memberikan prestasi dalam bentuk upah, 
tunjangan tetap maupun tidak tetap. Pemberian insentif baru dapat diberikan 
setelah pemberian salah satu dari ketiga komponen upah tersebut. Insentif tidak 
dapat diberikan tanpa ketiga komponen di atas karena insentif  hanya merupakan 
bonus atas prestasi kerja. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai upah Peserta Pendidikan Dokter Spesialis mungkin 
disebabkan oleh karena statusnya sebagai mahasiswa dan bukan sebagai pekerja. 
Status Peserta Pendidikan Dokter Spesialis di Indonesia berbeda dengan di 
berbagai negara lain, seperti Amerika Serikat dan Kanada pada penjelasan 
sebelumnya, dimana Peserta Pendidikan Dokter Spesialis di sana memiliki peran 
ganda yaitu sebagai pelajar dan penyedia layanan klinis, dalam proses pendidikan 
mereka diberikan gaji, tunjangan, dan lain-lainnya. 
4. Dalam waktu (tijd) yang ditentukan (dapat tanpa batas waktu/pensiun atau 
berdasarkan waktu tertentu). 
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 
perjanjian kerja dapat dibedakan menjadi perjanjian kerja waktu tertentu dan 
perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Sedangkan mengenai lama jam kerja diatur 
dalam Pasal 77, yaitu: 
a. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.  
b. Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :  
1) 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu 
untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau  
2) 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) 




Salah satu hak Peserta Pendidikan Dokter Spesialis yang tercantum dalam 
huruf c ayat 1 Pasal 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang 
Pendidikan Kedokteran adalah memperoleh waktu istirahat sesuai dengan waktu 
yang telah ditentukan. Dalam penjelasannya, jumlah jam kerja di Rumah Sakit 
Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran disesuaikan dengan standar jam 
kerja serta memperhatikan keselamatan diri dan pasien. Dalam Pedoman 
Penyelenggaraan Pendidikan Fakultas Kedokteran Tahun Akademi 2014/2015 
Universitas Padjajaran, program studi ilmu kebidanan dan penyakit kandungan 
(Obgin), waktu dinas jaga:94 
a. Hari biasa: mulai jam 15.30 s/d 07.00 esok harinya. 
b. Hari libur: mulai jam 07.00 s/d 07.00 esok harinya. 
Sedangkan waktu kerja poliklinik obstetri dan ginekologi adalah: 95 
a. Hari kerja (Senin-Kamis)  : dari jam 07.00-15.30 
Hari Jumat  : dari jam 07.00-16.00 
Dalam buku pedoman ini tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai detail jam 
kerja. Terdapat suatu multitafsir mengenai waktu kerja di atas, yaitu: 
a. Peserta Pendidikan Dokter Spesialis bekerja mulai pukul 07.00 hingga 
15.30 pada hari kerja (Senin-Kamis) atau pukul 07.00 hingga 16.00 pada 
hari Jumat, setelah itu Peserta Pendidikan Dokter Spesialis melanjutkan 
dinas jaga dari pukul 15.30 hingga 07.00 keesokan harinya. Setelah 
melakukan dinas jaga, Peserta Pendidikan Dokter Spesialis melanjutkan 
lagi kerja poliklinik hingga selesai. 
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b. Peserta Pendidikan Dokter Spesialis bekerja mulai pukul 07.00 hingga 
15.30 pada hari kerja (Senin-Kamis) atau pukul 07.00 hingga 16.00 pada 
hari Jumat. Kemudian dinas jaga dilaksanakan Peserta Pendidikan Dokter 
Spesialis lain yang bertugas. 
Dalam Buku Panduan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) I Ilmu 
Kesehatan Mata Universitas Airlangga Surabaya, hanya dijelaskan jam kerja 
pelayanan gawat darurat, yaitu dari pukul 15.00-07.00 keesokan harinya. Dari  
penjelasan di atas, ada 2 kesimpulan yang dapat ditarik mengenai pengaturan jam 
kerja, yaitu: 
a. Jumlah jam kerja Peserta Pendidikan Dokter Spesialis yang melebihi 
ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. 
b. Pengaturan jam kerja Peserta Pendidikan Dokter Spesialis yang berbeda 
dengan pengaturan di luar negeri, yang masih terlalu sederhana dan kurang 
memenuhi kebutuhan Peserta Pendidikan Dokter Spesialis. 
